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ABSTRAK
Nama Penyusun : Bahar S
Nim : 50300107009
Judul : Kebijakan Publik Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Menangani
Masalah Sosial di Kota Makassar.
Skripsi ini adalah study tentang kebijakan publik Dinas Sosial Kota Makassar
dalam menangani masalah sosial di Kota Makassar. Pokok permasalahan adalah
bagaimana implementasi kebijakan publik Dinas Sosial Kota Makassar dalam
menangani masalah sosial di Kota Makassar. Masalah ini dilihat dengan pendekatan
komunikasi dan sosiologi. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa ada beberapa
program kebijakan Dinas Sosial Kota Makassar yang telah diprogramkan diantaranya
Program pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, program
pembinaan anak terlantar, program pembinaan para penyandang cacat dan eks
trauma, program pembinaan panti asuhan/panti jompo,program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Waria), program pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan sosial, program pelayanan administrasi perkantoran.
sedangkan kendala-kendala yang dihadapi yaitu kesadaran masyarakat yang masih
kurang dalam partisipasi menyelesaikan masalah sosial, persoalan ekonomi yang
dihadapi  masyarakat,  keterbatasan anggaran,  tenaga pekerja sosial masih kurang.
Kemudian solusi-solusi yang ditawarkam terhadap kendala yang  dihadapi
dinas sosial Kota Mkassar dalam menyelesaikan persoalan penyandang masalah
kesejahteraan sosial adalah peningkatan perang aktif masyarakat di bidang sosial,
pementukan ekonomi kemandirian dan penyerapan tenaga kerja peningkatan tenaga
pekerja sosial yang profesional, peningkatan anggaran dan distribusi secara merata,
pencegahan terjadinya masalah sosial baru atau berulang.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tantangan utama negara-bangsa di seluruh dunia saat ini bukan lagi isu
perang dingin. Melainkan meningkatnya kompleksitas kemiskinan, penguatan
demokrasi dengan segala resikonya, serta globalisasi ekonomi termasuk perubahan
peran dan interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat madani. Selain itu, aspirasi
dan tuntutan masyarakat juga semakin meningkat akibat semakin terbukanya
informasi dan meningkatnya kesadaran hak-hak warga negara. Perubahan global ini
telah mengubah lingkungan dimana pemerintahan beroperasi, menantang peran
tradisional negara, dan memperkenalkan aktor-aktor baru pada proses pembangunan
dan kepemerintahan (governance). Transformasi global ini juga menuntut reformulasi
peran dan tanggung jawab para pegawai negeri sebagai pengelola sumber-sumber
publik dan penjaga mandat kepercayaan masyarakat. Eskalasi perubahan global ini
juga telah menimbulkan isu-isu moral seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan
perilaku pemerintah yang tidak profesional dan etis lainnya.1
Kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari
kemajuan teknologi, mekanisme, industrialisasi dan urbanisasi, memunculkan
berbagai problem sosial yang terjadi di masyarakat, maka adaptasi atau penyusaian
diri terhadap masyarakat modern yang serba kompleks itu menjadi tidak mudah.
Kesulitan dalam penyesuaian diri terhadap perubahan yang terjadi akibat arus
1Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta,
2008), h. 2.
1
2modernisme menyebabkan kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik baik yang
terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin
sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari
norma-norma umum, atau berbuat  sesuai dengan keinginannya sendiri. Konsep hidup
secara bersama, tolong menolong banyak terlupakan bahkan diabaikan oleh sebagian
masyarakat. Dalam Al-Qur’an sudah dijelakan tentang pentingnya membantu sesama
sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Muhammad/47:7.
               
Terjemahnya:
Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia
akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.2
Dalam konteks ayat diatas memaparkan bahwa orang muslim yang membantu
meringankan atau melonggarkan kesusahan saudaranya seiman berarti telah
menolong agama Allah yang sangat disukai oleh-Nya dan Allah pun akan
memberikan pertolongan-Nya serta menyelamatkan dari berbagai kesusahan di dunia
maupun di akhirat. Pada ayat yang lain Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Az-
Zukhruf/ 43:32.
                            
          
Terjemahnya:
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang
2Departemen Agama RI, Al-qur’an Al-karim dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra,
2002),  h. 732.
3lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian
yang lain dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.3
Orang yang memiliki kedudukan atau harta yang melebihi orang lain,
hendaknya tidak sombong atau tinggi hati serta tidak mau menolong orang yang
membutuhkan pertolongannya. Pada dasarnya Allah SWT menjadikan adanya
perbedaan seseorang dengan yang lainnya adalah untuk saling melengkapi, saling
membantu,  dan saling menolong sesama. Jiwa kepedulian harus senantiasa di
tingkatkan sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. Al-Maua’uun/ 107:1-7.
                     
                   
     
Terjemahnya:
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang
menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang
miskin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,  (yaitu) orang-
orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan
(menolong dengan) barang berguna.4
Rasurulla SAW bersabda:
 َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﻲﺒﱠﻨﻟا ِﻦَﻋ ،ُﮫْﻨَﻋ ُﷲ ﻲِﺿَر َةَﺮْﯾَُﺮھ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ: ًَﺔﺑْﺮُﻛ ٍﻦِﻣْﺆُﻣ ْﻦَﻋ َﺲﱠَﻔﻧ ْﻦَﻣ
 ُﻛ ْﻦِﻣ َﻋ ُﷲ َﺮﱠَﺴﯾ ٍﺮِﺴْﻌُﻣ َﻰﻠَﻋ َﺮﱠَﺴﯾ ْﻦَﻣَو ،ِﺔَﻣَﺎِﯿﻘْﻟا ِمَْﻮﯾ ِبَﺮُﻛ ْﻦِﻣ ًَﺔﺑْﺮُﻛ ُﮫْﻨَﻋ ُﷲ َﺲﱠَﻔﻧ َﺎﯿْﻧ ﱡﺪﻟا ِبَﺮ ِﻲﻓ ِﮫَْﯿﻠ
 ِﺪْﺒَﻌْﻟا ِنْﻮَﻋ ِﻲﻓ ُﷲَو ِةَﺮِﺧﻵاَو َﺎﯿْﻧ ﱡﺪﻟا ِﻲﻓ ُﷲ ُهََﺮﺘَﺳ ًﺎِﻤﻠْﺴُﻣ ََﺮﺘَﺳ ْﻦَﻣَو ،ِةَﺮِﺧﻵاَو َﺎﯿْﻧ ﱡﺪﻟا ِﻲﻓ ُﺪْﺒَﻌْﻟا ََنﺎﻛ ﺎَﻣ
 ِﮫْﯿَِﺧأ ِنْﻮَﻋ . ِﻲﻓ ٌمَْﻮﻗ َﻊََﻤﺘْﺟا ﺎَﻣَو ،ِﺔﱠﻨَﺠْﻟا َﻰِﻟإ ًﺎﻘْﯾِﺮَط ِِﮫﺑ ُﷲ َﻞﱠﮭَﺳ ًﺎﻤْﻠِﻋ ِﮫِْﯿﻓ ُﺲَِﻤﺘَْﻠﯾ ًﺎﻘْﯾِﺮَط ََﻚﻠَﺳ ْﻦَﻣَو
 َﻧ ﱠِﻻإ ُْﻢَﮭﻨَْﯿﺑ َُﮫﻧْﻮُﺳَراََﺪَﺘﯾَو ِﷲ َبَﺎﺘِﻛ َنُْﻮﻠَْﺘﯾ ِﷲ ِتُْﻮُﯿﺑ ْﻦِﻣ ٍﺖَْﯿﺑ ،ُﺔَﻤْﺣ ﱠﺮﻟا ُُﻢﮭَْﺘﯿِﺸَﻏَو َُﺔﻨْﯿِﻜ ﱠﺴﻟا ْﻢِﮭَْﯿﻠَﻋ َْﺖﻟَﺰ
 َ َﺄَﻄﺑ ْﻦَﻣَو ،ُهَﺪْﻨِﻋ ْﻦَﻤِْﯿﻓ ُﷲ ُُﻢھَﺮَﻛَذَو ،ُﺔَِﻜَﺋﻼَﻤْﻟا ُُﻢﮭْﺘﱠﻔَﺣَو ُُﮫﺒََﺴﻧ ِِﮫﺑ ْعِﺮُْﺴﯾ َْﻢﻟ ِِﮫﻠَﻤَﻋ ِﻲﻓ
3Departemen Agama RI, Al-qur’an Al-karim dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra,
2002),  h. 706.
4Departemen Agama RI, Al-qur’an Al-karim dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra,
2002),  h. 1108.
4Artinya:
Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallallahu’alaihi
wasallam bersabda : Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu’min dari
berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan
kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang
sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat
dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di
dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya
menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu,
akan Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Sebuah kaum yang berkumpul
di salah satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di
antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan
dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta
Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk disisi-Nya. Dan siapa yang lambat
amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. (Riwayat Muslim).5
Masalah sosial pada zaman modern yang dianggap sosiopatik atau sakit
secara sosial, dan secara umum kita kenal sebagai penyakit masyarakat itu merupakan
fungsi struktural dan totalitas sistem sosial. Dengan kata lain, penyakit masyarakat
yang demikian merupakan produk sampingan, atau merupakan konsekuensi yang
tidak diharapkan dari sistem sosio kultural zaman sekarang6.
Studi-studi menunjukkan bahwa rendahnya kualitas dan efektifitas pelayanan
publik telah melahirkan dampak multidimensional. Secara sosial politik, buruknya
pelayanan publik menimbulkan erosi kepercayaan dan sinisme warga terhadap
pemerintah yang pada gilirannya meruntuhkan ketertiban dan kedamaian pada
masyarakat. Secara ekonomi, korupsi dan rendahnya akuntabilitas institusi publik
bukan saja telah mengurangi anggaran pelayanan bagi rakyat banyak. Melainkan pula
telah menghambat perekonomian. Ketika kita berbicara sebuah kesejahteraan maka
5Kumpulan Hadits, “Tolong Menolong,”Offical Website. Kumpulan hadits http: //Kumpulan
hadits. com/?cat=55 (22 Mei 2011 )
6Kartini Kartono, Patologi Sosial (cet.I;  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009),  h.  33.
5perpaduan elemen sangat diharapkan dalam peroses pencapaian tersebut. Kebijakan
dan pembangunan adalah dua komponen yang harus sinergi sebagai sebuah proses
peningkatan kualitas  hidup manusia pembangunan adalah konteks dimana kebijakan
beroperasi, sedangkan kebijakan adalah yang menunjuk pada kerangka kerja
pembangunan, memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan
pembangunan ke dalam berbagai program. Sebagai suatu perubahan terencana dan
berkesinambungan, pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan
meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut,
pembangunan harus diimplementasikan kedalam berbagai program dengan kebijakan
yang seksama yang secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan
memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah mengenai bagaimana
meningkatkan kualitas hidup manusia. Suatu prangkat pedoman yang memberikan
arah  terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat kita sebut sebagai
kebijakan.
Pelayanan Publik di Indonesia cenderung memiliki beberapa permasalahan
yang mendasar. Selain efektifitas pengorganisasian dan partisipasi publik dalam
penyelenggaraan pelayanan masih relatif rendah, pelayanan publik juga belum
memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Akibatnya, kualitas
produk layanan juga belum memuaskan para penggunanya. Selain itu, pelayanan
publik di Indonesia juga belum responsif terhadap masyarakat dengan kebutuhan
khusus, termasuk terhadap kelompok rentan, penyandang cacat, dan lanjut usia.
Sebagai contoh, nasib anak berkebutuhan khusus atau penyandang cacat di Indonesia,
sangat memprihatinkan dan jauh tertinggal dibanding di negara Asia lainnya. Nasib
mereka masih terpinggirkan hampir di semua sektor, mulai pendidikan, pekerjaan,
6hingga ketersediaan fasilitas publik yang bersahabat. Diakui, memang sudah ada
regulasi tentang penyandang cacat, yakni UU 4/1997 dan diperkuat lagi dengan UU
23/2002 tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya diatur soal anak-anak
penyandang cacat. Namun, dalam kenyataannya instrumen legal ini belum dapat
diimplementasikan secara efektif. Sejumlah aturan yang mengharuskan keberpihakan
pada penyandang cacat tidak dipatuhi, baik oleh masyarakat, kalangan swasta
maupun pemerintah sendiri. anggota masyarakat juga masih banyak yang
menganggap kelompok rentan dan berkebutuhan khusus sebagai orang yang tak layak
masuk dalam ruang publik. Wujudnya, pandangan sinis hingga sikap yang secara
langsung maupun tidak langsung mengeliminasi orang cacat atau lanjut usia dari
kehidupan sosial.
Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan
profesi yang semakin penting. Ia tidak lagi merupakan aktivitas sambilan, tanpa
payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di banyak
Negara berkembang pada masa lalu. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik
menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan
kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk
kepentingan publik. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip
profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas,
netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. Menguatnya hembusan
globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi membawa peluang sekaligus tantangan
tersendiri bagi pelayanan publik, Kota Makassar merupakan Kota Metropolitan yang
merupakan kota yang menuju Kota Dunia, tentunya tidak bisa dipungkiri dengan
terjadinya berbagai proses perubahan meningkatnya teknologi, industrii, urbanisasi
7dan akulturasi. Maka akan memunculkan promlematika dan patalogi sosial, sehingga
dibutuhkan sebuah kebijakan untuk menanggulangi berbagai persoalan sosial yang
muncul di tengah masyarakat.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat pokok
permasalahan, yakni “Bagaimana Kebijakan Publik Dinas Sosial Kota Makassar
dalam Menangani Masalah Sosial Di Kota Makassar ?”
Dari pokok permasalahan tersebut penulis menarik beberapa sub
permasalahan sebagai berikut:
1. Apa program kebijakan publik Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani
masalah sosial di Kota Makassar?
2. Faktor apakah yang menghambat implementasi kebijakan publik Dinas Sosial
Kota Makassar dalam menangani masalah sosial di Kota Makassar?
3. Bagaimana solusi terhadap hambatan implementasi kebijakan publik Dinas
Sosial Kota Makassar dalam menangani masalah sosial di Kota Makassar?
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini penulis memberikan defenisi operasional untuk
menghindari kesimpangsiuran dalam memberikan interpretasi skripsi ini, penulis
terlebih dahulu mengemukakan beberapa pokok dari istilah yang terdapat pada judul
“Kebijakan Publik Dinas Sosial Kota Makassar dalam Menangani Masalah
Sosial Di Kota Makassar  ”
81. Defenisi Operasional
a. Kebijakan Publik berarti keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak
pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas
publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah
dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau
orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas
nama rakyat banyak berarti proses, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik7.
Definisi tentang Kebijakan Publik menurut para ahli:
1) Bridgman dan Davis
Kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai
“whatever government choose to do or not to do”. Yang berarti, kebijakan
publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan
tidak dilakukan.
2) Hogwood dan Gunn
Kebijakan Publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain
untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Namun dalam hal ini bukan berarti
bahwa makna ‘kebijakan’ hanyalah milik atau domain pemerintah saja.
3) Edi Suharto, Ph.D.
Kebijakan (policy) Publik adalah sebuah instrumen pemerintanhan, bukan
saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara,
7Edi suharto, op. cit., h. 25.
9melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya
publik8.
b. Sosial.
Pengertian kata sosial memiliki berbagai macam pengertian berkaitan
dengan berbagai sudut pandang yang digunakan dalam analisis masalah sosial
tersebut. Kata sosial dapat dikelompokkan ke dalam 5 bagian:
1) Pengertian umum dalam kehidupan sehari-hari kata sosial bisa dikaitkan
dengan aktifitas yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat hiburan
seperti rekreasi, olahraga, jalan-jalan, dan  bercerita.
2) Lawan kata individu. Kata sosial memiliki pengertian. Sebagai kelompok
(group), atau suatu kolektifitas, seperti masyarakat, warga atau komunitas.
Dalam pengertian ini istilah sosial juga mencakup pengertian publik atau
kemaslahatan umum.
3) Lawan kata ekonomi. Kata sosial berkonotasi dengan aktivitas-aktivitas yang
bersifat sukarela atau swadaya  yang tidak berorentasi mencari keuntungan.
4) Melibatkan manusia sebagai lawan dari pengertian benda atau binatang.
Pembangunan sosial dapat dijelaskan sebagai pembangunan kualitas manusia
yang berbeda dengan pembangunan fisik atau infrastruktur.
5) Berkaitan dengan hak asasi manusia baik sebagai individu maupun anggota
masyarakat.
Apabila kita mengkalaborasikan antara kebijakan sosial, maka kata sosial dapat
diinterpretasikan baik secara generik atau luas maupun spesifik. Secara generik,
8Irwan, “Defenisi Kebijakan Publik,”Offical Website Irwan.http: //ichwanmuis. com/?cat=52
(10 Maret 2011 )
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kata sosial menunujuk pada pengertian umum mengenai bidang-bidang atau
sektor-sektor pembangunan yang menyangkut aspek manusia dalam konsteks
masyarakat atau kolektifitas. Istilah sosial dalam pengertian ini mencakup
antara lain bidang pendidikan, kesehatan, hukum, budaya dan pertanian. Dalam
arti spesifik kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu
bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat bertujuan untuk
meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Terutama mereka yang
dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung.9
c. Masalah Sosial
1) Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau melenceng dari adat-istiadat
masyarakat. yang mana adat istiadat tersebut diperuntukan untuk menjamin
kesejahteraan hidup bersama.
2) Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai
kondisi yang menganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan
masyarakat.
3) Kondisi dimana seseorang mengalami masalah  terhadap  fungsi sosialnya.
d. Definisi kebijakan sosial menurut para ahli
1) Magill
Kebijakan Sosial merupakan bagian dari kebijakan publik (publik policy).
Kebijakan publik meliputi semua kebijakan ekonomi, transportasi,
komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum
lainnya (air bersih, listrik). Kebijakan sosial merupkaan satu tipe kebijakan
publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.
9Kartini kartono, op. cit., h. 7.
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2) Marshall
Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan
yang memiliki dampak yang langsung terhadap kesejahteraan warga negara
melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan.
3) Rein
Kebijakan sosial adalah perencanaan untuk mengatasi biaya-biaya sosial,
peningkatan pemerataan, dan pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial.
4) Huttman
Kebijakan sosial adalah strategi-strategi, tindakan-tindakan, atau rencana-
rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.
5) Spicker
Kebijakan sosial adalah kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan
(welfare), baik dalam arti luas, yang menyangkut kualitas hidup manusia,
maupun dalam arti sempit, yang menunjuk pada beberapa jenis pemberian
pelayanan kolektif tertentu guna melindungi kesejahteraan rakyat.
6) Hill
Kebijakan sosial adalah studi mengenai peranan negara dalam kaitannya
dengan kesejahteraan warganya.
7) Bessant, Watts, Dalton dan Smith
Kebijakan sosial secara singkat menunjuk pada apa yang dilakukan oleh
pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia
melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan
dan program-program tunjangan sosial lainnya.
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8) Edi Suharto
Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk
mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah
sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi
pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam
memenuhi hak-hak sosial.10
Dari defenisi di atas maka penulis dapat  memberikan defenisi operasional
bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah tindakan yang dilakukan
oleh  Dinas Sosial Kota Makassar  dalam menangani Masalah sosial di Kota
Makassar dalam upaya menyelasaikan persoalan kesejahteraan sosial yang
dihadapi masyarakat.
2. Ruang Lingkup Penelitian
Menjelaskan tentang batasan dan cakupan penelitian baik dari segi rentan
waktu maupun jangkauan wilayah objek penelitian.
Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang kebijakan Dinas Sosial
Kota Makassar dalam menangani Masalah sosial di Kota Makassar yang yang
tergolong dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan yang
berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan waktu
penelitian selama bulan Mei sampai Juli 2011 dengan objek penelitian adalah
Dinas  sosial Kota Makassar, pekerja sosial dan masyarakat.
10Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta,
2008), h. 35.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Dalam rangka untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian dan
mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan,
maka perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian.
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain:
a. Mengetahui apa program kebijakan publik Dinas Sosial Kota Makassar dalam
menangani masalah sosial di Kota Makassar.
b. Mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan publik Dinas Sosial
Kota Makassar dalam menangani masalah sosial di Kota Makassar.
c. Mengetahui solusi yang efektif yang harus di ambil penentu kebijakan  Dinas
Sosial Kota Makassar dalam menangani masalah sosial di Kota Makassar dalam
mewujudkan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat terutama yang
mengalami problematika sosial.
2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua antara
lain:
a. Kegunaan Teoritis
1) Menambah pengetahuan dan wawasan penulis.
2) Penelitian ini selain menambah pengalaman penulis di lapangan, juga dapat
berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa akan datang.
3) Menambah wawasan pemikiran tentang Kebijakan Publik Dinas Sosial Kota
Makassar.
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4) Mengetahui secara mendalam implementasi Kebijakan Publik Dinas Sosial
Kota Makassar.
5) Mengetahui secara rinci hambatan dan fokus masalah yang dihadapi Dinas
Sosial Kota Makassar dalam merealisasikan programnya.
b. Kegunaan Praktis
1) Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk melihat keberhasilan Dinas
Sosial Kota Makassar dalam menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi di
masyarakat. sehingga menjadi referensi untuk pengembangan kedepannya
yang dapat di jadikan acuan oleh praktisi, LSM, Pemerintah, Civitas akademik,
dan lain-lain.
2) Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan wacana baru yang dapat
memberikan inspirasi kepada kita dalam menentukan pijakan dalam
melaksanakan sebuah kebijakan.
3) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat
dalam mendapatkan pelayanan sosial dengan baik sesuai dengan arah
kebijakan yang diharapkan pemerintah.
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E. Garis-Garis Besar Isi Skripsi
Untuk memberi gambaran singkat tentang isi skripsi ini, penulis akan
mengemukakan garis besar mengenai isi skripsi sebagai berikut:
Pada bab Pertama, sebagai bab pendahuluan berisi Latar Belakang,
Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Kajian Pustaka, Tujuan dan
Kegunaan Penelitian dan diakhiri Garis-Garis Besar Isi.
Pada bab Kedua, berisi tentang Tinjauan Pustaka memuat tentang
kebijakan Publik, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial,dan
Masyarakat.
Pada bab Ketiga, akan dibahas tentang metode penelitian meliputi
Penelitian, Metode Pendekatan, Metode Pengumpulan Data dan Metode
Pengolahan Data
Pada bab Keempat, akan dibahas hasil penelitian yang mencakup
pembahasan tentang Kebijakan Publik Dinas Sosial Kota Makassar dalam
menangani masalah sosial di Kota Makassar .
Pada bab Kelima, merupakan bab penutup yang memuat tentang
kesimpulan dan implikasi penelitian dari seluruh skripsi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kebijakan Publik
Kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai Publik Policy,
yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku
mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan
bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh
lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi
Kebijakan merupakan instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti governance
yang menyentuh pengelolaan sumber publik. Kebijakan pada intinya merupakan
keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur
pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial dan manusia demi
kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga Negara1.
Aturan atau peraturan secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi
kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar
hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang
menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu
tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati
oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan
menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi
Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka
1Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik Peranan Pembangunan
Kesejahteraan Sosial Dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Di Indonesia,
(Bandung: Alfabeta,2008), h. 3. 16
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kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Sehingga
kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh
pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi
kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut
mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya
tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang
diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana
dalam menetapkan suatu kebijakan. Untuk memahami kedudukan dan peran yang
strategis dari pemerintah sebagai publik actor, terkait dengan kebijakan publik maka
diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan
yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.
Dengan demikian yang dimaksud kebijakan adalah sistem nilai kebijakan dan
kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan.
Selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan
tepat menjadi suatu produk kebijakan.
Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin  dapat dibedakan dalam tiga
tingkatan:
1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk
pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang
meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum.
Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-
undang.
18
3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan
pelaksanaan.2
Namun demikian berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebijakan dalam
tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan, memang berupaya mensinkronkan
antara pengetahuan dan tindakan.
Analisis Kebijakan (Policy Analysis) dalam arti historis yang paling luas
merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu
tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan
dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan
pengetahuan dan tindakan.
Kebijakan dapat di definisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya, antara lain
yaitu:
1. Teori Kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan
dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.
2. Teori Kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan
kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu.
Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit
yang memerintah
3. Teori Elit memandang Kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit
yang memerintah.
4. Teori Rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara
efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.
2Muslim Politicians, “Pengertian Kebijakan Publik,” Situs Resmi Muslim Politicians
http://muslimpoliticians.blogspot.com/2011/03/pengertian-kebijakan-publik.html (12 Juni 2011).
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5. Teori Inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan
masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang
ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang
disertai modifikasi secara bertahap.
6. Teori Permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam
situasi-situasi yang saling bersaing.
7. Teori kebijakan yang lain adalah Teori Campuran yang merupakan gabungan
model rasional komprehensif dan incremental.3
B. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang,
keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau
gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi
kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran,
kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan
(secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. saat ini
terdapat 27 jenis PMKS sebagai berikut :
a) Anak Balita Terlantar: Anak yang berumur 0-4 tahun yang karena sebab tertentu,
orang tuanya tidak dapat melakukan kewajiban (karena miskin/tidak mampu,
salah seorang atau kedua-duanya sakit/meninggal), sehingga terganggu
kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara jasmani,
rohani maupun sosial.
3 Nifu, “Teori Kebijakan Publik,”Official Webside of Nifu. http://naifu.wordpress.com/ teori-
kebijakan/ (24 Juli 2011).
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b) Anak Terlantar: Anak yang berusia 5-21 tahun yang karena sebab tertentu
(miskin/tidak mampu, salah seorang atau kedua orang tuanya/wali sakit atau
meninggal, keluarga tidak harmonis),
c) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah: Anak yang
berusia 5-21 tahun yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak
kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga
atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
d) Anak Nakal: Anak yang berusia 5-21 tahun yang berperilaku menyimpang dari
norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga
merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain, akan mengganggu ketertiban
umum, akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum.
e) Anak Jalanan: Anak yang berusia 5-21 tahun yang menghabiskan sebagian besar
waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun
ditempat-tempat umum.
f) Anak Cacat: Anak yang berusia 5-21 tahun yang mempunyai kelainan fisik dan
atau mental, yang dapat mengganggu atau perupakan rintangan dan hambatan
baginya untuk melakukan aktivitas secara layaknya, yang terdiri dari penyandang
cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.
g) Wanita Rawan Sosial Ekonomi: Seseorang wanita dewasa yang berusia 18-59
tahun, belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup
untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
h) Wanita yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah: Wanita
yang berusia 18-59 tahun yang terancam secara fisik atau nonfisik (psikologis)
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karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam
lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.
i) Lanjut Usia Terlantar: Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-
faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani,
rohani maupun sosialnya.
j) Lanjut Usia yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah:
Lanjut usia (60 tahun keatas) yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan
salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan
terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun nonfisik.
k) Penyandang Cacat: Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental,
yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk
melakukan sesuatu secara layaknya yang terdiri dari: penyandang cacat fisik
(penyandang cacat mata/tunanetra dan penyandang cacat rungu/wicara),
penyandang cacat mental (penyandang cacat mental eks psikotik dan penyandang
cacat mental retardasi): penyandang cacat fisik dan mental.
l) Penyandang Cacat bekas penderita penyakit kronis: Seseorang yang pernah
menderita penyakit menahun atau kronis, seperti kusta, TBC Paru, yang
dinyatakan secara medis telah sembuh.
m) Tuna Susila: Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau
lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah
dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
n) Pengemis: Orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di
tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas
kasihan orang lain.
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o) Gelandangan: Orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan
norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai
pencarian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
p) Bekas Narapidana: Seseorang yang telah selesai atau dalam tiga bulan segera
mangakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan
pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam
kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan, untuk mendapatkan
pekerjaan atau melaksanakan kehidupan secara normal.
q) Korban Penyalahgunaan Napza: Seseorang yang menggunakan narkotika,
psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras diluar tujuan
pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
r) Keluarga Fakir Miskin: Seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan
untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata
pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang
layak bagi kemanusiaan.
s) Keluarga Berumah Tidak Layak Huni: Keluarga yang kondisi perumahan dan
lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal
baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
t) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis: Keluarga yang hubungan antar
keluarganya terutama hubungan antara suami dan istri kurang serasi, sehingga
tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
u) Masyarakat yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana: Kelompok masyarakat
yang lokasi pemukiman mereka berada di daerah yang relatif sering terjadi
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bencana atau kemungkinan besar dapat terjadi bencana alam dan musibah
lainnya yang membahayakan jiwa serta kehidupan dan penghidupan mereka.
v) Korban Bencana Alam: Perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang
menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi akibat terjadinya
bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Termasuk dalam korban bencana alam
adalah korban bencana gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah
longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan dan
kebakaran hutan atau lahan korban kebakaran pemukiman, kecelakaan kapal
terbang, kereta api, musibah industri (kecelakaan kerja) dan kecelakaan perahu.
w) Korban Bencana Sosial: Perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang
menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi akibat terjadinya
bencana sosial atau kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan
dalam melaksanakan tugas–tugas kehidupannya.
x) Pekerja Migran Terlantar: Seseorang bekerja diluar tempat asalnya dan menetap
sementara ditempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga
menjadi terlantar.
y) Keluarga Rentan: Keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan 5 tahun
usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (penghasilan
sekitar 10 % di atas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi
kebutuhan dasar keluarga.
z) Penyandang AIDS/HIV: Seseorang yang dengan rekomendasi professional
(dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga
mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar.
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aa) Anak Bermasalah Hukum: Anak-anak yang masih belum dewasa menurut hukum dan
melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang
berlaku dan sah. Umumnya, anak-anak yang bermasalah dengan hukum didefinisikan
sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan
hukum.4
C. Pekerja Sosial
Pekerjaan sosial sebagai profesi baru muncul pada abad ke XX, walaupun
demikian pekerjaan sosial sudah ada sejak timbulnya revolusi industri, namun baru
muncul sebagai profesi ketika abad XX maka pekerja sosial lebih berusaha untuk
menyatukan berbagai bidang ilmu atau pun spesialisasi dari berbagai lapangan
praktek.5
Pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan kamanusiaan yang tujuan utamanya
adalah membantu keberfungsian sosial individu, keluarga dan masyarakat dalam
melaksanakan peran-peran sosialnya. Para pekerja sosial, memiliki seperangkat
pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pertolongan yang diperoleh melalui
pendidikan (perguruan tinggi).  Seperti halnya profesi lain, misalnya kedokteran dan
kependidikan, pekerjaan sosial terlibat dalam menjalankan program-program
pembangunan nasional. Namun demikian, berbeda dengan kedokteran dan
kependidikan yang fokus dengan pembangunan sosial, pekerjaan sosial lebih
4Pemerintah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. “Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial,” Officiaal Website Pemerintah Provinsi Derah istimewah Yogyakarta
,ttp://www.dinsos.pemdadiy.go.id/index.php?option=content&task=view&id=17 (17 Maret 2011).
5Isbandi Rukminto Adi, Psikologi, Pekerja Social, Dan Ilmu Kesejahteraan Sosial (Jakarta:
Rajawali Pers,1994), h. 10.
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memfokuskan diri kepada pembangunan kesejahteraan sosial. Agar mampu
mengembang tugas profesionalnya, pekerja sosial dibekali dengan ilmu dan metoda
penyembuhan sosial (social treatment) yang umumnya meliputi terapi individu,
kelompok dan masyarakat.
Secara konvensional, pekerjaan sosial biasanya dipandang sebagai profesi yang
menangani permasalahan kesejahteraan sosial baik pada setting lembaga maupun
masyarakat. Dalam setting lembaga, pekerja sosial biasanya bekerja pada institusi-
institusi pelayanan sosial, seperti lembaga rehabilitasi sosial, pengasuhan anak,
perawatan orang tua, penanganan korban narkoba dan lain-lain. Dalam setting
masyarakat, umumnya pekerja sosial menangani permasalahan sosial yang berkaitan
dengan pembangunan lokal (pedesaan dan perkotaan), pengentasan kemiskinan atau
perancangan proyek-proyek usaha ekonomis produktif. Karena lembaga pendidikan
pekerja sosial.
Ada 10 peran pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya yaitu:
1. Asesor
Sebagai Asesor tugas yang harus dilakukan yaitu: melakukan assesmen
problematika dan kebutuhan pelayanan termasuk penentuan sistem sumber
pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Perencana
Sebagai Perencana yaitu: merumuskan dan menetapkan tujuan, kebutuhan dan
target yang akan dicapai, serta bagaimana pada setiap pelayanan kesejahteraan
sosial dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
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3. Motivator
Sebagai Motivator yaitu bagaimana upaya kita untuk memberikan dukungan
dan membangun proses psikhologis/interaksi antara sikap, kebutuhan,
persepsi dan kebutuhan yang terjadi pada diri kelayan, keluarga dan
masyarakat setiap akan melakukan kegiatan ( keyayan sedang dalam masalah
atau melaksanakan program baru).
4. Evaluator
Sebagai Evaluator yaitu: melakukan peran sebagai penilai untuk mengetahui
sejauhmana keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan, dari tepat
waktu, tepat sasaran dan tepat pelaksanaannya semua ini sebagai bahan untuk
membangun strategi peningkatan kinerja selanjutnya
5. Advokator
Sebagai Advokator yaitu: Upaya memberikan perlindungan kepada kelayan
untuk memperoleh hak-haknya, sesuai dengan standar pelayanan atau undang-
undang yang berlaku dalam rangka optimalisasi pelayanan dan rehabilitasi
terhadap kelayan.
6. Mediator
Peran Mediator yaitu: menjadi penghubung atau mediasi antara lembaga
dengan profesi yang terkait dengan orang tua / wali, keluarga dan masyarakat.
7. Informan
Sebagai Informan mempunyai peran pemberi informasi tentang kondisi,
proses dan hasil pelayanan yang telah dilakukan oleh Pekerja Sosial atau
memberikan informasi pelayanan yang terkait dengan bidang profesinya.
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8. Supervisor
Mempunyai peran memberikan pembinaan pada pertemuan dengan profesi
terkait bila menyangkut bidang pelayanan dengan pekerja sosial dibawahnya
dalam rangka peningkatan kompetensinya.
9. Negosiator
Sebagai Negosiator yaitu melakukan kesepakatan dengan pendekatan kedua
belah fihak dan saling menguntungkan yang berkaitan dengan pekerjaan sosial
dalam kepentingan kelayan.
10. Manager Kasus
Mempunyai peran melaksanakan dan mengupayakan pencatatan dan
pelaporan, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan dan monitoring dalam
rangka kelancaran proses pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga tidak terjadi
program-program duplikasi yang bisa menghambat penanganan kesejahteraan sosial
tersebut.6
D. Masyarakat.
Kata masyarakat dikutip dari kata dalam bahasa Inggris, yakni society yang
bermakna sekelompok orang yang berkumpul membentuk sebuah sistem yang
berinteraksi antar individu-individu yang berada di bawah kelompok tersebut.
6Titik, “Peran dan Fungsi Pekerja Sosial Fungsional di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso
Surakarta”.Oficial website: http://www.rc-solo.depsos.go.id/index.php/informasi/suluh-rehabilitasi
/222-peran-dan-fungsi-pekerja-sosial-fungsional-di-bbrsbd-prof-dr-soeharso-surakarta.html  (27 Juli
2011).
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Sedangkan pengertian masyarakat sendiri mengadopsi dari kata-kata dalam bahasa
Arab, yakni musyarak, yang memiliki pengertian jaringan atau hubungan7.
Sebuah kelompok dikatakan sebagai masyarakat apabila kelompok tersebut
hidup bersama dalam suatu hubungan yang memiliki suatu aturan atau sistem yang
mengatur kehidupan kelompok tersebut.
Pendapat ini dikuatkan oleh kecenderungan manusia modern sekarang yang
cenderung hidup bersama dengan kelompok yang memiliki pola hidup yang sama,
pemikiran, perasaan serta minat yang sama pula. Maka kelompok tersebut sudah
dikatakan sebagai kelompok masyarakat. Adapun kelompok masyarakat yang
demikian biasanya memiliki sistem atau aturan yang sengaja dibuat untuk mengatur
keharmonisan hidup bermasyarakat. Biasanya kondisi yang demikian disebut sebagai
tatanan masyarakat.
Tatanan masyarakat diatur mulai dari struktur terendah hingga pada struktur
yang tinggi dan tertinggi. Semisal di kalangan lapisan masyarakat yang paling rapat
hubungannya dibentuklah tatanan masyarakat sebagai suatu kerukunan warga dan
kerukunan bertetangga; dengan menggunakan istilah RT dan RW.
Apabila diperlukan dan tatanan masyarakat tersebut semakin meluas namun
masih dalam satu pola pemikiran, kecenderungan, perasaan dan minat yang sama;
maka dibentuklah lagi tatanan masyarakat yang lebih meluas, misalnya Dusun,
Kelurahan dan Desa, dan begitu seterusnya. Dalam setiap tatanan masyarakat akan
selalu membutuhkan suatu aturan yang berbeda dalam penerapannya. Tergantung
pada kebutuhan golongan masyarakat tersebut. Biasanya aturan tersebut dibuat
sebagai sebuah peraturan dengan mengambil dan menjunjung kepentingan bersama
7 Masyarakat http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat  (15 Maret 2011)
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yang dirumuskan dalam suatu peraturan bersama. Peraturan tersebut kemudian
didistribusikan kembali kepada masyarakat lengkap dengan konsekuensi apabila
mentaati peraturan serta sanksi atas setiap pelanggaran terhadap aturan yang telah
dibuat.
Berdasarkan ilmu sosiologi, sejak jaman prasejarah hingga kini – para ahli ilmu
sosial membagi kelompok masyarakat ke dalam beberapa kelompok umum, sebagai
berikut :
1. Kelompok Masyarakat Pemburu
Kelompok ini disebut juga dengan pastoral nomadis. Yaitu kelompok
yang mempertahankan hidup dengan cara berburu hewan untuk mengambil
hasil buruannya sebagai bahan makanan, bulunya sebagai penutup tubuh
(pakaian), serta menyimpan sisanya untuk kebutuhan hidup pada saat musim
dingin. Kelompok masyarakat pemburu sudah tidak ada lagi seiring dengan
perkembangan jaman dan canggihnya teknologi.
2. Kelompok Masyarakat Bercocok Tanam
Adalah kelompok masyarakat yang mempertahankan hidup dengan
cara bercocok tanam. Disebut pula dengan istilah agrikultural intensif.
Kelompok ini juga memiliki sebutan lain yakni masyarakat peradaban.
Kelompok masyarakat bercocok tanam atau agrikultural masih bertahan dan
eksis hingga saat ini. Justru menjadi tulang punggung bagi penyediaan pangan
bagi masyarakat luas pada umumnya.
3. Kelompok Masyarakat Industri
30
Kelompok masyarakat yang terpisah eranya dengan masyarakat
agrikultural. Namun kelompok masyarakat ini masih cukup eksis hingga
sekarang. Hanya sedikit mengalami pergeseran norma sesuai dengan norma-
norma yang berlaku.
4. Kelompok Masyarakat Paska Industri
Kelompok masyarakat yang terakhir adalah jenis kelompok
masyarakat yang mampu bertahan hidup dengan mengandalkan kemapuan
berpikir dan penerapan teknologi yang canggih. Kelompok ini tetap dapat
hidup berdampingan dengan kelompok masyarakat industri yang masih
sedikit mengacu kepada tatanan masyarakat tradisional. Keadaan yang
demikian menurut pakar ilmu sosial dalam ilmu sosiologi dan budaya adalah
kelompok masyarakat yang diorganisasikan secara tak langsung oleh
kecenderungan mata pencaharian yang mereka lakukan.8
Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana
penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan
dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan
sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam
kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh
dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau
para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun
perspektif profesional. Para pekerja sosial ini berperan sebagai pendamping sosial.
8Anne Ahira, “Kultur Masyarakat Indonesia”, official webside Anne Ahira http://www.
anneahira.com/masyarakat.htm (15 Juni 2011).
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu
mengkaji secara mendalam tentang berbagai persoalan yang dihadapi Dinas
Sosial Kota Makassar dalam memecahkan persoalan penyandang masalah
kesejahteraan sosial sebagai suatu strategi riset, penelahan empiris yang
menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata.
B. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan komunikasi dan
sosiologi dalam menjelaskan perseptif dalam membahas objek penelitian .
Penentuan fokus objek penelitian dilakukan dengan memilih fokus atau
pokok permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat untuk diteliti, kemudian
mendapatkan fokus yang ditujukan kepada hal-hal yang spesifik. Namun, Fokus
sangat penting sebab tidak ada penelitian tanpa fokus, sedangkan sifat fokus
tergantung dari jenis penelitian yang dilaksanakan. Misalnya, untuk penelitian
fokusnya adalah masalah, untuk evaluasi fokusnya adalah evaluan, dan untuk
analisis kebijakan fokusnya adalah pilihan kebijakan.
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C. Metode Pengumpulan Data
1. Teknik Pengumpulan Data
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam
dua cara yaitu :
a. Penilaian Kepustakaan (Libraray Research)
Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dengan membaca buku-buku,
berbagai macam literatur dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian
yang dilakukan, cara yang dilakukan berhubungan dengan penelitian kepustakaan
yakni:
1) Kutipan langsung, yakni kutipan suatu literatur yang sesuai dengan aslinya
tanpa mengadakan perubahan pada redaksi makna dan tanda baca.
2) Kutipan tidak langsung yakni mengutip pendapat orang lain atau pendapat
para ahli dengan mengadakan perubahan baik dari segi redaksinya maupun
tanda baca namun maksud dan tujuannya sama.
3) Ikhtisar yakni penulis mengadakan penyaringan pendapat para ahli kemudian
membuat suatu kesimpulan.
b. Penelitian Field Research (Penelitian Lapangan)
Metode data dilapangan yang diperoleh langsung dari objek penelitian
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi data yang diperoleh masih
memerlukan analisis lebih lanjut.
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2. Instrumen  Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data atau instrumen penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi meliputi apa yang diamati, kemudian dibuatkan kesimpulan, Hal-
hal yang diobservasi dalam penelitian ini. Observasi juga merupakan hasil
pengamatan secara aktif dan penuh peratian dan secara sistematika melihat
kondisi fenomena sosial yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Dinas
Sosial Kota Makassar dalam menangani masalah sosial dengan cara melihat
langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan  berbekal alat bantu berupa
alat tulis dan tutstel, peneliti memfokuskan observasi pada perasoalan sebagai
berikut:
1) Implementasi kebijakan publik Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani
masalah sosial di Kota Makassar.
2) Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan publik Dinas Sosial
Kota Makassar dalam menangani masalah sosial di Kota Makassar.
3) Solusi terhadap hambatan-hambatan kebijakan publik Dinas Sosial Kota
Makassar dalam menangani masalah sosial di Kota Makassar .
b. Wawancara
Usaha pengumpulan data dan keterangan mengenai objek penelitian dengan
mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan yang telah ditentukan
juga merupakan proses penggalian informasi yang lebih banyak dan detail yang
berasal dari orang yang dianggap bisa memberikan informasi.1
Disini wawancara befungsi untuk mendapatkan keterangan secara lisan
melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang  yang memberikan
1P. Joko Subagyo, Metode Penelitian (Cet. 9; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 39.
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keterangan. Dengan demikian maka dalam penelitian ini penulis mengadakan
tanya jawab dengan para responden yang dianggap dapat memberikan keterangan
sehubungan dengan masalah penelitian, yang meliuti Pejabat Dinas Sosial Kota
Makassar. Pekerja sosial Dinas Sosial Kota Makassar dan Masyarakat Kota
Makassar.
Ada dua wawancara yang dilakukan yaitu :
1) Wawancara terpimpin (Guidea Interview) yang dikenal dengan wawancara
terstruktur atau sistematis yaitu wawancara yang pedoman pertanyaannya
telah dipersiapkan dan terstruktur.
2) Wawancara tidak terpimpin atau bebas, wawancara yang hanya memuat garis
besar masalah penelitian serta tidak adanya persiapan format pertanyaan
sebelumnya sehingga pertanyaan yang diajukan bebas tetapi tidak terlepas
dari objek penelitian.
c. Dokumentasi
Metode pengumpulan data dengan cara penelusuran dokumen-dokumen yang
relevan dengan masalah yang dibahas. Dari berbagai dokumen tersebut akan di
kumpulkan dan dianalisis sesuai dengan objek atau pokok permasalahan yang
berkaitan dengan kebijakan publik Dinas Sosial Kota Makassar.
D. Metode Pengolahan Data
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengolahan data berdasarkan dengan
metode kualitatif, yaitu proses penelitian tidak distandarnisasikan suatu objek
tertentu dan barsifat fleksibel, akan tetapi melakukan pengamatan atau
oebservasi secara mendalam beserta wawancara, kemudian melakukan deskriptif
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dari proses analisis tingkah laku sampai dengan hal yan detail atau mendalam,
kemudian mengklasifikasikan atau mengelompokkan data sesuai dengan focus
masalah yang diteliti untuk mendapatkan proposi-proposi dari masing-masing
analisis masalah.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil Dinas Sosial Kota Makassar
Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor Departemen
Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun
1974 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden No.
45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-
lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan
Presiden No. 49 Tahun 1983. Pada masa Presiden Soeharto.
Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi
Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi menjadi
Kantor Departemen Sosial berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 16
Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Departemen Sosial di
Propinsi maupun di Kabupaten/Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Kota
Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan Pengangkatan dan
Pelantikan Kepala Kota Makassar berdasarkan Keputusan WaliKota Makassar
Nomor : 821.22.24.2000 tanggal 8 Maret 2000 pada masa presiden Soeharto1.
Sebagai Instansi Pemerintah, Kota Makassar mempunyai Tugas Pokok dan
Fungsi untuk mewujudkan Visi dan Misi.
V i s i : ”Mengutamakan Kesejahteraan Masyarakat menuju Masyarakat yang
bermartabat”.
1Arsip Dinas Sosial kota Makassar, diambil pada tanggal 26 Juli 2011.
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Maknanya, bahwa manusia membutuhkan kepercayaan diri yang
duilandasi oleh nilai-nilai yang diarahkan kepada aspek tatanan kehidupan dan
penghidupan untuk memenuhi kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan kerja,
ketentraman, kedamaian dan keadilan sosial yang mengarah kepada peningkatan
kesejahteraan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sosial
masyarakatnya.
M i s i :
1. Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan kemitraan dan
pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan sosial
masyarakat.
2. Memperkuat ketahanan sosial dalam mewujudkan  keadilan sosial melalui
upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada
warga masyarakat yang rentan dan tidak beruntung.
3. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial
4. Mendorong peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia
5. Mengembangkan prakarsa dan swakarsa masyarakat dalam peningkatan peran
aktif masyarakat dalam bidang Pembangunan kesejahteraan Sosial sebagai
Investasi Sosial.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam bidang Pembangunan Kesejahteraan
Sosial.
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a. Struktur Organisasi Dan Tupoksi
1. Struktur  Organisasi
Struktur Organisasi Kota Makassar disesuaikan dengan Perda No. 22 Tahun
2005, Susunan Organisasi sebagai berikut :
Kepala Dinas
a) Bagian Tata Usaha
1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b) Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
1) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
2) Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat
c) Bidang Rehabilitasi Sosial
1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
d) Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
1) Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial
2) Seksi Penanganan Korban Bencana
e) Bidang Bimbingan Organisasi
1) Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial
2) Seksi Bimbingan Organisasi Sosial
f) Unit Pelaksana Teknis Dinas
g) Kelompok Jabatan Fungsional2
2Papan struktur organisasi, sumber data kepagawaian Dinsos Kota Makassar, di ambil pada
tanggal 15 Mei 2011.
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b. Bidang Kewenangan
1. Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial wilayah Kabupaten/Kota dan
Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
3. Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan.
4. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar (dalam dan luar Panti).
5. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Balita melalui Penitipan Anak dan
Adopsi lingkup kabupaten/kota.
6. Pelayanan Anak terlantar, Anak Cacat dan Anak Nakal (dalam dan luar Panti).
7.  Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penderita Cacat.
8. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Tuna Susila, Gelandangan,
Pengemis dan Eks Narapidana).
9. Pemberdayaan keluarga Miskin meliputi Fakir Miskin,  dan Wanita rawan
Sosial Ekonomi.
10. Pemberdayaan Karang Taruna/Organisasi Kepemudaan.
11. Pemberdayaan Organisasi Sosial/LSM lingkup kabupaten/kota.
12. Pemberdayaan Tenaga Kerja Sosial Masyarakat.
13. Pemberdayaan Dunia Usaha (Partisipasi dalam Usaha Kesejahteraan Sosial).
14. Pemberdayaan Pengumpulan Sumbangan Sosial lingkup kabupaten/ kota.
15. Penanggulangan Korban Bencana Alam lingkup kabupaten/kota.
16. Penanggulangan Korban Tindak kekerasan (Anak, wanita dan lanjut usia).
17. Penanggulangan Korban Napza.
18. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga.
19. Pelayanan Kesejahteraan Angkatan Kerja.
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20. Penelitian dan uji coba Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial  lingkup
kabupaten/kota. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
lingkup kabupaten/kota.
21. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
lingkup kabupaten/kota.
22. Penyelenggaraan Koordinasi pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial lingkup
kabupaten/kota.
23. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan hasil Pelaksanaan pelayanan
Kesejahteraan Sosial.
Adapun sasaran dari Bidang Kewenangan tersebut adalah Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial yang meliputi :
a) Anak Balita Terlantar
b) Anak Terlantar
c) Anak Nakal
d) Anak Jalanan
e) Tuna Sosial
f) Gelandangan Pengemis
g) Eks Korban Penyalahgunaan Napza
h) Anak, Wanita dan Lanjut Usia Korban Tindak Kekerasan
i) Penyandang Cacat
j) Eks Kusta
k) Eks Napi
l) Lanjut Usia Terlantar
m) Wanita Rawan Sosial Ekonomi
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n) Keluarga Fakir Miskin
o) Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
p) Perintis Kemerdekaan
q) Keluarga Pahlawan Nasional
r) Keluarga Veteran
s) Korban Bencana Alam
t) Masyarakat yang tinggal di Daerah Rawan Bencana
u) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
v) Korban Tindak Kekerasan
w) Pekerja Migran
Sedangkan yang dikategorikan dalam Potensi dan Sumber Kesejahteraan
Sosial, adalah :
a) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
b) Organisasi Sosial (Orsos)
c) Karang Taruna (KT)
d) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
e) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).3
c. Sumber Daya
Dalam melaksanakan Misi dan mewujudkan Visi Dinas Sosial di dukung oleh
sumber daya alam sebagai penunjang maupun sumber daya manusia sebagai
penggerak utama kegaiatan.
3Arsip, sumber data kepagawaian Dinsos Kota Makassar, di ambil pada tanggal 15 Mei 2011.
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Kota Makassar sebagai Ibu Kota Sulawesi Selatan berada pada bagian
barat pulau Sulawesi, dengan luas wilayah 175,77 Km² yang berpenduduk pada
tahun 2007 tercatat 1,4 juta jiwa dengan penyebaran di 14 Kecamatan, 143
Kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT.
Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jl. A.R. Hakim No. 50
Makassar Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo dan berbatasan
dengan :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan  Tallo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Ujung Pandang Baru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat
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B. Program Kebijakan Publik Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Menangani
Masalah Sosial di Kota Makassar
Beradasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini penulis
menemukan beberapa kebijakan yang telah diprogramkan oleh Dinas Sosial Kota
Makassar dalam upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya-upaya
tersebut tidak terlepas dara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Makassar dan rencana strategis Kota Makassar yang dijadikan
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Makassar,
yang merupakan amanat dari konstitusi undang-undang nomor 11 tahun 2009
tentang peningkatan kesejahteraan sosial, maka rencana program dan kegiatan
indikatif disesuaikan dengan arah kebijakan daerah tentang: Peningkatan kualitas
manusia, pengembangan tata ruang dan lingkungan, penguatan struktur ekonomi,
desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi,
penegakan hukum dan hak azasi manusia untuk terciptanya masyarakat taat
hukum dan demokratis.
Berdasarkan dengan landasan tersebut, maka Dinas Sosial Kota Makassar
pengambil berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
terutama dalam menyelesaiakan persoalan penyandang masalah kesejahteraan
sosial. Maka ditetapkan berbagai program sebagai berikut :
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,  Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Salah satu program Dinas Sosial Kota Makassar adalah pemerdayaan
fakir miskin, karena fakir miskin merupakan tanggung jawab Negara
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sebagaiamana temaktub dalam undang-undang pasal 34 ayat 1 UUD 1945
yang menyatakan fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.4
Persoalan yang terbesar yang dihadapi bangsa ini adalah perosalan
kemiskinan yang melahirkan PMKS yang lainnya. Menjadi sasaran dalam
program ini adalah Keluarga sangat miskin, keluarga miskin, wanita rawan
sosial ekonomi, keluarga berumah tidak layak huni, pembinaan tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tenaga Kesejahteraan Sosial
Masyarakat (TKSM) yang peduli terhadap permasalahan kesejahteraan sosial,
keluarga muda mandiri. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Pak
H.M. Arief Patongai “Bahwa kemiskinan yang terjadi dalam keluarga, yang
membuat bapak/ibu dalam rumah tangga tersebut sibuk mencari nafka,
sehingga kadang anak-anak mereka tidak diperhatiakan terutama persoalan
penididikan, kesehatan, dan pertumbuhannya yang pada akhirnya membuat
anaknya terlantar, tidak mendapatkan pendidikan yang kemudian
membuatanya bodoh dan tidak memiliki kreatifitas”5
Melihat kondisi riil tersebut dinas sosial Kota Makassar melakukan
berbagai upaya untuk keluar dari lingkaran tersebut melalui Peningkatan
kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial
pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya. Para peksos akan
mendampingi masyarakat yang mengalami persoalan penyandang masalah
kesejahteraan Sosial. Pemberian pelatihan keterampilan berusaha bagi
4Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 (Surabaya: Appollo), h. 24.
5H.M. Arief Patongai,  Toko masyarakat, Kota Makassar Sul-Sel, wawancara oleh penulis di
Makassar,  19 Mei  2011.
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keluarga sangat miskin yang tidak memiliki modal untuk melakukan usaha
sehingga kedepannya mereka bisa mandiri, pembinaan  manajemen usaha
bagi keluarga miskin yang memiliki usaha akan tetapi belum bisa berkembang
secara maksimal sehingga harus mendapatkan bantuan dan dukungan  untuk
menjalankan usahanya tersebut, disamping itu pengembangan potensi bagi
keluarga miskin sangat penting  mengingat bahwa untuk melakukan usaha
harus memiliki kompetensi atau pengetahuan dalam bidang tersebut.
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga sangat
miskin, pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Menurut Bapak Drs. H. Mas’ud S, MM. ”pemerdayaan masyarakat
yang mengalami PMKS perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk
mendorong kemandirian dan produktifitas masyarakat dalam mengembang
potensinya, sebagai contoh penyandang cacat dari keluarga yang tidak mampu
setelah selesai melakukan pelatihan itu diberikan paket untuk
mengembangkan usaha”6
Dengan usaha-usaha yang telah dilakukan maka diharapkan agar
meningkatkan kualitas sumber daya pendampingan sosial dan tenaga kerja
sosial kecamatan sebagai pilar utama dalam percepatan pelayanan
kesejahteraan sosial. Terciptanya kepercayaan diri, kemandirian individu dan
keluarga serta menciptakan keterampilan praktis sebagai salah satu upaya
menambah penghasilan keluarga melalui UEP. Terbentuknya kelompok usaha
bersama (Kube) bagi keluarga miskin yang memiliki jenis usaha yang sama
serta memiliki pemahaman manajemen usaha bagi keluarga miskin, dengan
6H. Mas’ud S,  KABID REHSOS Dinsos Kota Makassar Sul-Sel, wawancara oleh penulis di
Makassar,  23 Mei  2011.
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melakukan pengembangan kelompok usaha bersama yang berorientasi kepada
pemasaran produk sehingga dapat dijadikan sebagai salah penghasilan pokok
untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rumah tangga melalui
pendekatan pengembangan kelompok melalui pengembangan usaha dan
bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS), Terwjudnya rumah layak
huni bagi keluarga sangat miskin sehingga terbangun kepercayaan diri untuk
melakukan aktifitas sosial. Terciptanya keterampilan usaha bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial lainnya, Tersedianya laporan kegiatan yang
akurat yang yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan monitoring.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial merupakan hal yang
sangat urgen dalam pemulihan sosial setelah penulis melakukan observasi
penulis mendapatkan dimana orang yang cacat, lansia tidak bisa lagi berbuat
banyak untuk memenuhi kebutuhannya. dimana pemberian pelayanan kepada
masyarakat yang mengalami ketidak berfungsian sosial seperti penyandang
cacat, lanjut usia akan mewujudkan keberdayaan individu dalam
melangsungkan kehidupannya hal ini juga telah diamanahkan dalam undang-
undang nomor 11 tahun 2009 pasal 7 yang menyatakan Rehabilitasi sosial
dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang
yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar7.
7Undang-undang No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. www.scribd.com
/doc/19492540/UU-Nomor-11-Tahun-2009-Tentang-Kesejahteraan-Sosial ( 26 Juli 2011).
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Pelayanan rehabilitasi sosial sangat membantu masyarakat yang
mengalami persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk
memulai hidup normal, untuk mendukung hal tersebut Dinas Sosial Kota
Makassar melakukan  pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan
prasarana publik bagi penyandang cacat dan lanjut usia, pelayanan dan
perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi perdagangan
perempuan dan anak. Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) program konseling dan
kampanye sosial akan memberikan informasi kepada masyarakat bagi mereka
yang ingin mengetahui tentang persoalan sosial. Disamping distribusi
informasi tersebut peningkatan kualitas anak jalanan juga dilakukan berupa
Pelatihan Keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar termasuk anak
jalanan, anak cacat dan anak nakal serta korban tindak kekerasan dan pekerja
migran, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mas’ud S. MM bahwa
“anak jalan yang kami temukan di perapatan lampu merah itu diberikan
pendidikan dan pelatihan bekerjasama dengan SMK”8. Melalui pembinaan
tersebut akan melahirkan anak-anak yang produktif serta siap kerja, dan yang
terpenting juga adalah pemeberdayaan sosial keluarga anak jalanan,
gelandangan, pengemis, pengamen dan pemulung. Pelayanan psikososial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  (PMKS)  di Trauma Centre
termasuk bagi korban bencana. Pembentukan Pusat Informasi penyandang
cacat dan Trauma Centre yang ditunjang dengan kualitas pelayanan, sarana
dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah
8H. Mas’ud S,  KABID REHSOS Dinsos Kota Makassar Sul-Sel, wawancara oleh penulis di
Makassar,  25  Mei  2011.
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Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyusunan kebijakan pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
melalui  Penanganan Masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa.
Barometer terhadap capaian program tersebut diatas adalah
Tersedianya akses sarana dan prasarana publik untuk mendukung aktifitas
penyandang cacat dan lanjut usia yang difasilitasi oleh Pemerintah dan
swasta, sarana dan prasarana UPTD yang secara khusus memberikan
pelayanan dan rujukan bagi korban eksploitasi, trafficking, anak yang
berhadapan dengan hukum dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
Terwujudnya pemahaman masyarakat secara merata tentang pola dan aturan
penanganan dan pembinaan masalah kesejahteraan sosial, tersedianya data
PMKS dan PSKS yang akurat secara by name by address. Pada akhirnya
menimbulkan kesadaran bagi PMKS untuk mengembangkan potensi diri baik
itu kemandirian, maupun keterampilan sehingga mampu mengisi peluang-
peluang pasar kerja. Di samping itu timbulnya kesadaran keluarga PMKS
untuk tidak melakukan eksploitasi ekonomi terhadap keluarganya dan mampu
menciptakan alternatif usaha melalui pendekatan Usaha Ekonomi Produktif.
Pelayanan yang cepat dan tepat berdasarkan pendekatan psikososial
dan pemberian bantuan logistik bagi korban bencana serta tersedianya petugas
psikiater, psikolog dan pekerja sosial yang akan melakukan pelayanan serta
tersedianya sarana dan prasarana LBK sebagai pusat aktifitas dan pelatihan
keterampilan serta organisasi sosial penyandang cacat  yang peduli terhadap
pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki oleh penyandang cacat.
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Regulasi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen,
terbentuknya tim Pokja penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan
pengamen serta terciptanya penegakan peraturan daerah terbentuknya Tim
patroli, sarana penunjang patroli, terkendalinya anak jalanan, gelandangan,
pengemis dan pengamen di tempat umum serta terciptanya kerja sama antar
pemerintah pusat dan provinsi dalam upaya pelayanan rehabilitasi PMKS.
Tersedianya tenaga relawan, peralatan dan sarana penanggulangan bencana
serta terciptanya pelayanan penanggulangan bencana yang cepat dan tepat
dengan tersedianya bahan bangunan pasca bencana yang disesrtai pelaporan
kegiatan yang akurat yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan monitoring.
Menjadi sasaran dalam program ini adalah penyandang masalah
kesejahteraan sosial khususnya penyandang cacat, penyandang cacat eks
kusta, anak nakal, eks narapidana, anak jalanan, korban trafficking,
gelandangan, pengemis, pemulung, anak yang berhadapan dengan hukum,
orang terlantar, korban tindak kekerasan, dan pekerja migran
3. Program Pembinaan Anak Jalanan/Terlantar
Anak merupakan karunia dari Allah SWT. Anak juga merupakan
generasi penerus bangsa, sehingga anak harus mendapatkan pendidikan dan
pertumbuhan yang maksimal, baik dari segi fisik, emosi dan spiritual. Akan
tetapi setelah penulis amati tenyata sebahagian anak yang kurang mampu di
Kota Makassar  menggunakan jalan sebagai tempat tinggal dan hidup, untuk
bermain, untuk berjualan serta mencari nafka. Tempat tinggal anak jalanan
pada umumnya mereka tinggal di taman kota, tinggal di emperan toko,
bahkan ada yang tinggal di pinggir jalan. Pihak yang dinilai paling dekat
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dengan anak jalanan adalah orang tuanya, dengan saudaranya, yang
sepatutnya memberikan pendidikan dan perlindungan tapi pada kenyataannya
kadang hal tersebut terabaikan.
Dalam UUD 1945 Pasal 28 b ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak
berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berpangkal dari landasan
hukum di atas sebenarnya dari sisi esensi pasalnya secara luas telah
menyebutkan perlindungan anak yang mencakup aspek kelangsungan hidup,
tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk
kekerasandan diskriminasi9.
Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Makassar
adalah pembinaan anak jalanan. Sebagaimana penulis amati bahwa kegiatan
yang dilakukan anak jalanan adalah  menggunakan jalan sebagai tempat
tinggal dan hidup, untuk bermain, untuk berjualan serta mencari nafka.
Tempat tinggal anak jalanan pada umumnya mereka tinggal di Taman Kota,
tinggal di emper toko, dan tinggal di rumah tidak layak huni. Sumber
mendapatkan uang dengan cara meminta-minta, dengan cara berjualan, dan
dengan cara mengamen di pinggir jalan. Melihat kondisi tersebut tentunya
anak harus pendapatkan perlindungan dan pelayanan sehingga hak-haknya
bisa terpenuhi sebagai anak
Hal senada di ungkapkan oleh Bapak Mas’ud, MM bahwa “Anak
jalanan pada umumnya mempunyai keluarga yang berada di lingkungan
9Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28  (Surabaya: Appollo), h. 19.
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keluarga dari golongan yang kurang mampu secara materi, sehingga anak-anak
mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan tetapi
sesungguhnya peran orang tua anak jalanan tidak berperan secara maksimal
sebagai orang tua, hal ini dapat dilihat manakala orang tua sangat mendukung
untuk anaknya bekerja”10. Disisi lain tidak sedikit anak yang hidup dan tumbuh
dalam lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan
anak, diakibatkan karena situasi perkotaan yang begitu dinamis dan tidak
memberi ruang bagi masyarakat marginal, hal ini terlihat mudahnya terjadi
pengusuran serta terjadinya konflik yang tak dapat dielakkan. Konflik yang
dapat dilihat seperti perkelahian antar kelompok, dengan menggunakan senjata
tajam bisa terjadi kapan saja, dan tidak sedikit pula anak terlibat didalamnya.
Pemerintah kota dengan melakukan penggusuran atas nama keindahan dan
ketertiban umum yang tidak pernah selesai: menggusur paksa, penggrebekan,
penggarukan yang sudah barang tentu membawa konsekwensi tertentu bagi
kehidupan perkotaan. untuk membantu anak jalanan maka diprogrankan
berbgaia kegiatan agar supaya tidak turun lagi ke jalan.
Menurut Pak H.M. Arief Patongai Salah satu tokoh masyarakat
mengatakan “melihat anak sekarang ini sangat memperihatinkan dimana anak-
anak tidak mendapat akses untuk bermain, sehingga mereka kecendrungannya
bermain di tempat ibadah (mesjid), temapat play station, dan bahkan ada yang
10H. Mas’ud,  KABID Rehsos Dinsos Kota Makassar Sul-Sel, wawancara oleh penulis di
Makassar,  27  Mei  2011.
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menjadikan jalan sebagai tempat bermain,padahal itu membahayakan bagi
kesalamatannya,maupun kesehatannya”11.
Langkah yang ditempuh Dinas Sosial Kota Makassar mulai pendataan
selanjutnya megidentifikasi memberikan  pelatihan keterampilan dan praktek
kerja bagi anak terlantar/anak jalan. Serta memberikan bantuan permodalan.
Melakukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan yang kemudian disertai
dengan bimbingan lanjutan.
Kegiatan yang diberikan kepada anak jalanan di harapkan menimbulkan
kesadaran bagi anak jalana/terlantar untuk mengembangkan potensi dirinya,
terciptanya keterampilan usaha bagi anak terlantar, kepercayaan dan
kemandirian serta pengembangan potensi diri, dan terciptanya peluang pasar
kerja dengan skill yang dimikilinya mereka dapat hidup dengan mandiri.
sebagai sasaran upaya ini adalah Anak terlantar yang mengalami hambatan
tumbuh kembang termasuk keluarga atau orang tua/ wali anak terlantar, yang
tidak memiliki kapasistas untuk mengembangkan dirinya.
4. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Sebagaimana realitas sosial program pemberdayaan bagi penyandang
cacat dan exs trauma pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
melakukan  Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks truma
para penyandang cacat dan eks trauma peningkatan keterampilan tenaga
pelatih dan pendidik monitoring, evaluasi dan pelaporan.
11H.M. Arief Patongai,  Toko masyarakat, Kota Makassar Sul-Sel, wawancara oleh penulis di
Makassar,  19 Mei  2011.
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Dari program tersebut diatas di harapkan para penyandang cacat dan
eks trauma terciptanya kepercayaan dan kemandirian serta adanya
keterampilan kerja dan usaha bagi penyandang cacat dan eks kusta sehingga
mampu mengisi peluang pasar kerja. Terkendalinya penyandang cacat serta
terpenuhinya jaminan sosial dan pelayanan kesehatan gratis bagi penyandang
cacat serta terbentuknya UEP dan Kube sebagai sumber penghasilan
Tersedianya tenaga-tenaga pendamping sosial yang terlatih Tersedianya
pelaporan kegiatan yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan monitoring .
Target dari kegiatan yang dilakukan  Penyandang cacat baik cacat
fisik, mental, cacat ganda, eks penyandang penyakit kronis, organisasi sosial
dan dunia usaha yang mempunyai kepedulian terhadap penyandang cacat.
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Panti asuhan sebagai sebuah lembaga sosial mempunyai andil yang luar
biasa untuk mengurangi pengangguran, dan pada akhirnya bisa membantu
pemerintah mengurangi kemiskinan. Sebab, panti asuhan, lewat pembekalan
pengetahuan dan keterampilan yang dilakukannya, dapat turut meningkatkan
kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Krisis moneter yang berkepanjangan di Negara kita telah banyak
menyebabkan orang tua dan keluarga mengalami keterpurukan ekonomi
akibat pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pekerjaan, menurunnya
daya beli serta harga bahan pokok yang melambung, sehingga keluarga tidak
mampu memenuhi hak dan kebutuhan anak. Akibat lebih jauh yaitu
banyaknya anak yang terpaksa harus meninggalkan orang tua, rumah dan
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sekolah guna mengais atau mencari nafkah dijalanan sehingga mereka
menjadi anak terlantar yang putus sekolah karena ketiadaan biaya.
Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Rusniati, S.Sos menyatakan
“anak-anak yang putus sekolah karena ketiadaan biaya maka mereka tidak
dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga
banyaknya pengangguran dan anak-anak terlantar di Kota Makassar akan
lebih meningkat bahkan mereka juga dapat menjadi anak jalanan yang hidup
di jalan tanpa pengasuhan dan pengawasan dari orang tua nya sendiri” 12 Bagi
anak-anak yang seperti itu langkah baiknya mereka tetap dalam suatu lembaga
sosial, misalnya mereka berada dalam Panti Asuhan atau pun Lembaga Sosial
yang dapat menjamin dan membantumereka untuk meraih masa depan yang
lebih baik. Panti asuhan ini dapatmembantu meningkatkan kesejahteraan anak
dengan cara mengasuh, mendidik, membimbing, mengarahkan, memberikan
kasih sayang serta memberikan keterampilan-keterampilan yang dapat
menjadi bekal masa depan anak-anak tersebut.
Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban
dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak . jelas
yang harus mengusahakan perlindungan terhadap anak adalah setiap
anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan
berbagai macam usaha dalam situasai dan kondisi tertentu termasuk anak
terlantar. Anggota masyarakat, Bangsa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan
lainnya seperti panti asuhan juga ikut serta bertanggung jawab terhadap
perlindungan anak yang terlantar.
12 Rusniati, KASI REHCA Dinas Sosial Kota Makassar, wawancara oleh penulis 23 Mei 2011
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Berdasarkan pasal 31 ayat 1, Undang-undang Dasar 194513 disebutkan
bahwa, “Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran” . Ini berarti
bahwa mendapatkan pengajaran atau pendidikan merupakan hak tiap warga
Negara Indonesia, baik dewasa atau anak-anak, termasuk mereka anak-anak
yang terlantar. Selain itu dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa
“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan
orang tua”. Hal ini sangat berlainan dengan anak-anak terlantar, yang orang
tua sibuk untuk mencari nafkah atau malah mereka sendiri tidak sempat untuk
mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana mestinya.
Anak terlantar juga berhak mendapatkan perlindungan dalam bidang
sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Hal ini dikarenakan setiap anak
berhak mendapatkan pendidikan minimal usia 9 tahun. Dengan adanya
pengajaran diharapkan akan diperoleh pengetahuan, keterampilan serta
perilaku yang baik. Pada akhirnya ketrampilan ini akan dipergunakan untuk
membantu dirinya sendiri serta dapat membantu orang lain yang
membutuhkan.
Dalam mewujudkan hal tersebut dinas Sosial Kota Makassar
melakukan berbagai upaya seprti pembangunan sarana dan prasarana panti
asuhan/panti jompo. Melalui pembangunan fasilitas tersebut akan
memberikan wadah kepada anak-anak yang tidak memiliki lagi tempat
tinggal dan orang tua asuh, serta orang tua yang mengalami lanjut usia.
13Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (Surabaya: Appollo), h. 23.
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Peningkatan kualitas panti asuhan/panti jompo pengembangan potensi
sumber daya penerima manfaat, memberikan Pendidikan dan pelatihan bagi
penghuni panti  asuhan/lanjut usia  non Panti Peningkatan keterampilan
tenaga pelatih dan pendidik.
Perwujudan tempat tinggal, pemberian keterampilan, serta pembinaan
di harapkan Tersedianya sarana dan prasaran panti yang proporsional dan
sistem pelayanan panti sesuai standar, Tersedianya pelayanan panti yang
berkualitas dan tersedianya pembina dan pengasuh yang professional. Akan
memenuhi kebutuhan dasar dan jaminan sosial terhadap anak panti dan
lanjut usia. serta  terciptanya keterampilan usaha anak panti usia SLTA
sesuai dengan kebutuhan pasar, adanya pelayanan lanjut usia  berbasis
masyarakat serta rujukan ke panti jompo, Tersedianya tenaga pembina yang
memiliki spesifikasi ketrampilan sesuai dengan kebutuhan sistem pembinaan
panti,  terpenuhinya  pelaporan yang akurat yang dapat dijadikan bahan
evaluasi dan monitoring.
Sasaran program adalah Pembina/pengurus panti sosial/panti jompo,
anak panti asuhan, lanjut usia terlantar, Orsos/LSM
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6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,
Waria)
Dalam memberikan pelayanan kepada Eks penyandang penyakit sosial
(Eks Narapidana, PSK, waria) maka Dinas Sosial melakukan pendidikan dan
pelatihan ketrampilan bagi eks napi dan waria. Pembinaan dan pengendalian
penjaja seks komersial (PSK) melalui  bimbingan sosial dan metal spritual
bagi waria, PSK dan eks napi Pemberdayaan Waria dan PSK.
Capaian kegiatan tersebut, dengan upaya-upaya yang dilakukan maka
diharapkan Terciptanya kepercayaan diri dan kemandirian bagi eks napi dan
waria, serta terciptanya keterampilan usaha dan adanya peluang pasar kerja
yang memungkinkan terkendalinya aktifitas, kesehatan jasmani dan rohani
bagi PSK untuk kembali kedunia mereka serta memunculkan adanya
kesadaran mental dan spiritual waria, PSK dan eks napi serta terkendalinya
jumlah waria dan PSK yang pada akhirnya akan melahirkan kemandirian serta
kesadaran mental  untuk beralih profesi bagi waria dan PSK.
Sasarannya adalah Eks Narapidana, Penjaja Seks Komersial (PSK) dan
waria.
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Lembaga merupakan hal terpenting dalam melaksanakan program
penanganan masalah penyandang kesejahteraan sosial. Peranserta partisipasi
lembaga sengat membantu dan dibutuhan dalam pengentasan PMKS. Untuk
meningkatkan perang lembaga sehingga dapat berfungsi sesuai dengan
fungsinya maka dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan peran aktif
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masyarakat dan dunia usaha, pengembangan lembaga Karang Taruna, Tenaga
Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) dan Wahana Kesejahteraan Ssosial
Berbasis Masyarakat (WKSBM),  Peningkatan kemampuan  (capacity
building) Karang Taruna, TKSM dan   WKSBM. Peningkatan jejaring kerja
sama pelaku - pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat. Memberikan
pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi anggota Karang Taruna,
TKSM, dan WKSBM . Pengembangan model kelembagaan perlindungan
sosial
Dengan adanya upaya-upaya tersebut diharapkan terciptanya partisipasi
sosial masyarakat melalui kegiatan pengembangan pembinaan dan kerja sama
dalam peningkatan UKS serta terbentuknya lembaga Karang Taruna dan
WKSBM pada setiap kelurahan dan tersedianya tenaga kesejahteraan sosial
masyarakat pada setiap kelurahan. Meningkatnya kualitas dan aktifitas
kelembagaan Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat
(TKSM), dan WKSBM, Terciptanya pola kemitraan dalam pelayanan
kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan terciptanya pelayanan
pengurusan jenazah secara gratis bagi fakir miskin, mewujutkan kepercayaan
diri dan kemandirian bagi anggota Karang Taruna, TKSM dan WKSBM dan
adanya ketrampilan kerja serta peluang kerja bagi anggota Karang Taruna dan
TKSM. Terwujudnya pemeliharaan makam Diponegoro dan Monumen
Korban 40.000 jiwa, terpenuhinya jaminan sosial terhadap perintis
kemerdekaan, legiun veteran dan para pejuang bangsa, terlaksananya
peringatan kepahlawanan dan keperintisan. Hal senada juga disampiakn oleh
Ibu Dra. Eny Adriyani, M.Si Bahwa “pemberian jaminan sosial kepada
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pahlawan perintis kemerdekaan untuk tetap mengenan jasa-jasanya, serta akan
menjadi nilai moral bagi generasi muda untuk menjadikan teladan dalam
mengisi kemerdekaan14.
Target dari program ini Para anggota Karang Taruna, Tenaga
Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), Wahana Kesejahteraan Sosial
berbasis Masyarakat (WKSBM), Pranata Sosial, Organisasi Sosial, Forum
Keluarga Mampu, Lintas Sektor, Legiun Veteran, Keluarga Pahlawan dan
Perintis Kemerdekaan, Taman Makam Pahlawan dan Monumen Korban
40.000 jiwa .
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan
1) Penyediaan Jasa surat menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
5) Penyediaan Jasa administrasi keuangan
6) Penyediaan Jasa kebersihan kantor
7) Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kantor
8) Penyediaan Jasa alat tulis kantor
9) Penyediaan Jasa barang cetakan dan penggandaan
10) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
14 Eny Adriyani, KASI ORSOS Dinsos Kota Makassar Sul-Sel, wawancara oleh penulis di
Makassar,  3 Juni 2011.
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11) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12) Penyediaan Peralatan rumah tangga
13) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
14) Penyediaan bahan logistik kantor
15) Penyediaan makanan dan minuman
16) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
17) Penyusunan Renja SKPD
18) Pengadaan perlengkapan kantor
19) Pengelolaan Keuangan SKPD
20) Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi
21) Penyusunan RKA Dinas Sosial
22) Penyusunan DPA Dinas Sosial
b. Indikator
1) Tersedianya biaya jasa surat menyurat
2) Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3) Tersedianya biaya pemeliharaan kesehatan PNS
4) Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
5) Terlaksananya administrasi keuangan
6) Terpenuhinya jumlah tenaga kebersihan kantor dan peralatan kebebersihan
7) Terealisasinya perbaikan peralatan kerja
8) Tersedianya alat tulis kantor
9) Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
10) Terpenuhinya penyediaan komponen listrik pada bangunan kanto
11)  Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
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12) Tersedianya Peralatan rumah tangga
13) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
14) Tersedianya bahan logistik kantor
15) Tersedianya makanan dan minuman harian kantor
16) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
17) Tersedianya Renja Dinas Sosial
18) Tersedianya perlengkapan kantor
19) Tersedianya laporan pengelolaan keuangan Dinas Sosial
20) Tersedianya tenaga pendukung administrasi
21) Tersusunnya RKA Dinas Sosial
22) Tersusunnya DPA Dinas Sosial
c. Sasaran
300 surat, pembayaran telepon, air, listrik, pemeliharaan kesehatan PNS untuk 50
orang, pengelolaan administrasi keuangan, pemeliharaan kebersihan dan kantor,
perbaikan peralatan kerja, kebutuhan kegiatan kerja, cetak dan penggandaan
bahan kebutuhan kantor, pengadaan sarana kantor,  bahan bacaan dan surat
khabar, alat tulis kantor, makan dan minum pegawai, perjalanan dinas, tenaga
kontrak.
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C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Publik Dinas Sosial Kota
Makassar Dalam Menangani Masalah Sosial Di Kota Makassar
1. Kesadaran Masyarakat Yang Masih Minim Dalam Partisipasi Menyelesaikan
Masalah Sosial
Masyarakat merupakan objek dari sebuah kebijakan, tentunya kami
mengharapkan dukungan  dalam bentuk keaktifan dan kesungguhan  mereka
dalam  memanfaatkan  sebuah  program. Partisipasi  masyarakat tentu sangat
membantu dalam  mensukseskan sebuah program, Selanjutnya kesadaran
masyarakat secara keselurahan/secara luas  dalam mewujudkan penuntaskan
PMKS juga sangat penting. Karena dengan dukungan dan partisipasi
masyarakat luas tentunya akan memeberikan kontribusi tersendiri dalam
pengentasan PMKS, sebagai contoh penerimaan anggota masyarakat terhadap
anggotan kelompoknya yang pernah terlibat persoalan pidana, akan tetapi
sebahagian masyarakat, bersikap apatis terhadap persoalan sosial yang terjadi
disekitarnya, sehingga persoalan sosial tetap saja terjadi disekitarnya sebagai
contoh sebagaimana yang di ungkapkan oleh Drs. Abd. Rahman M.Si, ”Perda
Kota Makassar tentang larangan memberi uang di jalan, namun pada realitas
di lapangan masih banyak masyarakat  memberikan uang kepada anak jalanan
dan pengemis sehingga hal ini senantiasa merangsang. Anak jalanan dan
pengemis untuk turun dijalan”15.
15Abd. Rahman, KASI JAMKESSOS Dinsos Kota Makassar Sul-Sel, wawancara oleh penulis
di Makassar,  6 Juni 2011.
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Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi kata
kunci dalam pengembangan pembangunan di era otonomi daerah sekarang ini.
Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat akan menciptakan
keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi merupakan jembatan
penghubung antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, kewenangan,
dan kebijakan dengan masyarakat yang memiliki hak sipil, politik dan Sosial
ekonomi masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat, posisi tawar masyarakat
di mata pemerintah menjadi meningkat, masyarakat tidak selalu di dikte dan
di dominasi oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan atau keputusan
dalam pembangunan lingkunganya namun selalu dilibatkan dalam
pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaanya. Konsep partisipasi
merupakan suatu konsep yang luas, dan penting, karena salah satu indikator
keberhasilan suatu pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat
penerima program. memberikan pendapat bahwa partisipasi masyarakat
adalah keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam
pelaksanaan program pembangunan. menyatakan partisipasi yang dilakukan
oleh masyarakat penerima program pembangunan terdiri dari :
1). Pengambilan keputusan.
2). Implementasi
3). Pemanfaatan (Benefits)
4). Evaluasi Program Pembangunan
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2. Persoalan Ekonomi Yang Dihadapi  Masyarakat
Dalam menyelesaikan persoalan PMKS yang mengarah kepada
peningkatan taraf  hidup Dinas Sosial Kota Makassar telah memberikan
bantuan secara ekonomi berupa pemberian bantuan untuk usaha yang dikenal
dengan KUBE (Kelmpok Usaha Bersama), Program Keluarga Harapan PKH,
bantuan tunai untuk lansia, program tersebut belum mampu secara maksimal
dan menyeluruh menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat.
Menurut Drs. M. Ihsan Idrus, MM. ”Faktor ekonomi yang kurang
yang terjadi pada  masyarakat, rendahnya pandapatan banyaknya
pengangguran dan etos kerja yang minim, dan beberapa faktor lagi yang
menyebabkan masyarakat masih terpenjara dalam kemiskinan16.
Fakta menyatakan setelah 30 tahun lebih sejak Pelita I tahun 1969,
ternyata efek menetes/cucuran ke bawah itu tidak ada, atau proses mengalir ke
bawahnya sangat  lambat. Akibar dari strategi itu dapat dilihat pada tahun
1980-an hingga krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997, Indonesia memang
menikmati laju pertumbuhan ekonomi rata- rata per tahun yang tinggi, tetapi
tingkat kesenjangan juga semakin besar, jumlah orang miskin semakin
banyak, bahkan meningkat tajam semenjak krisis ekonomi.
Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu garis
kemiskinan. Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan
relative, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis
kemiskinan disebur dengan kemiskinan absolut. Kemiskinan relative adalah
16H.M. Ihsan Idrus,  KABID UKS Dinsos Kota Makassar Sul-Sel, wawancara oleh penulis di
Makassar,  6  Juni 2011.
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suatu ukuran menganai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan. Sehingga,
setiap tahun pasti ada sisa pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan
menimbulkan jumlah pengangguran. di.Indonesia.bertambah.sehingga dengan
adanya kesenjangan ekonomi, maka pemerintah Dinas sosial Kota Makassar
sulit menjalangkan program secara masimal, karena sebagaian masyarakat
masih belum memiliki pekerjaan yang layak,  serta masyarakat masih terlilit
dengan persoalan kemiskinan. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya
mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan
kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan
barang-barang dan pelayanan dasar. Gambaran tentang kebutuhan sosial,
termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk
berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi.
Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini
mencakup Masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang
ekonomi. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang
memadai. sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih
berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Keterbatasan Anggaran
Anggaran merupakan salah satu hal yang paling urgen dalam proses
meralisasikan kebijakan, karena anggaran merupakan salah cara untuk
memberikan stimulus dalam menyelesaikan PMKS, disamping  itu sebahagian
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program memang harus diberikan dalam bentuk pendaaan seperti santunan,
bantuan langsung.17
Lembang, Jawa Barat (ANTARA). Menteri Sosial RI Salim Segaf Aljufri
mengatakan anggaran untuk mengatasi penyandang sosial sebesar Rp4,1
trilun masih jauh dari ideal sehingga perlu peningkatan.
"Anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Sosial Rp 4,1 triliun.
Sedangkan empat persen diantaranya dialokasikan untuk mengatasi anak-anak
terlantar. Idealnya, dana yang diberikan kepada mereka bisa mencapai 20
persen. Artinya, setiap anak bisa mendapatkan Rp 300 ribu," kata Salim Segap
Aljufri kepada wartawan usai melakukan kunjungan kerja di Kecamatan
Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.
Berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah wanita rawan sosial
ekonomi mencapai 1,2 juta, anak terlantar 5,4 jiwa, orang yang hidup di
bawah garis kemiskinan sebanyak 3,1 juta jiwa. Jumlah tersebut, berpeluang
besar untuk mendapatkan perhatian pemerintah sangat tinggi. Dibutuhkan
adanya soliditas dan kebersamaan semua pihak untuk mengatasi berbagai
penyandang sosial, katanya.18
Adanya permasalahan sosial salah satunya bisa dilihat dari populasi
keluarga miskin yang masih tinggi di negeri ini. Pada 2010 BPS mencatat,
angka kemiskinan di Indonesia sebesar 13,3 persen atau 31 juta orang yang
masih berada di bawah garis kemiskinan. Masalah sosial ini semakin
17H.M. Ihsan Idrus,  KABID UKS Dinsos Kota Makassar  Sul-Sel, wawancara oleh penulis di
Makassar,  23 Mei 2011.
18 Antara, “Dana Anggaran Dinas Social,” officalwebsiteAntara. http:primaironline.
com/berita/sosial/pemda-wajib-umumkan-anggaran-dana-sosial-ke-publik (10 Mei 2011 )
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kompleks kalau ditambahkan  lagi dengan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, orang
dengan kecacatan, orang dengan HIV/ AIDS, anak jalanan, pekerja anak,
jompo telantar, dan lainnya.
Laju Pertumbuhan Penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia terus
meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Penghasilan
yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus
ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.
Angkatan Kerja penduduk yang bekerja dan pengangguran. Batas usia
kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur
maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk berumur 10 tahun
tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan tenaga kerja yang
selanjutnya dapat dimasukan dalam katergori beban ketergantunga. Walaupun
demikian bahwa persoalan sosial  yang dihadapi Dinas Sosial  Kota Makassar,
belum  mampu menyelelesaikan persoalan Sosial  secara maksimal,
mengingat APBN maupun APBD masih sangat kurang.
4. Tenaga Pekerja Sosial Masih Kurang
Kendala  yang juga di hadapi Dinas Sosil Kota Makassar dalam
menjalangkan progranya adalah tenaga sosial yang masih kurang, sehingga
dalam melakukan pendampingan belum sepenuhnya bisa menjangkau seluruh
lapisan masyarakat secara menyeluruh. Sebagaimana yang di paparkan oleh
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Drs. H. Mas’ud S, MM. bahwa ”pekerja sosial masih kurang bila
dibandingkan dengan jumlah PMKS yang terjadi di Kota Makassar ini.19
Pekerja sosial harus mendampingi masyarakat mulai dari awal hingga
akhir, sebagai mana yang diungkapkan Bapak Mursalim Ketua RT 4 RW 6
Bontoramba. ”seharusnya  ada petugas yang mendata secara rinci kebutuhan
material rumah setiap warga, sehingga bantuan yang disalurkan dapat tepat
sasaran, tidak lagi terjadi ada yang mendapatkan bantuan lebih ada juga yang
kurang”20. Jelas pada kondisi ini pekerja sosial sangat diharapkan untuk
melkuakan pandataan sacara tepat kepada masyarakat sehingga apa yang di
butuhkan warga dapat di berikan sesuai dengan porsinya masing-masing.
Peran pekerja sosial dalam menanggulangi masalah sosial tidak
bersifat reaktif-simptomatif maupun partial. Seorang pekerja sosial akan
selalu berusaha untuk tidak hanya sebagai seorang outsider (diluar sisitem)
tetapi juga bergabung dan masuk ke dalam sistem masyarakat sebagai sebuah
bentuk pelayanan sosialnya,
Menurut Ir. Abdul Gani Petugas TKSK menyatakan “kami belum bisa
menangani masyarakat secara keseluruhan dengan cepat menginat lokasi
PMKS yang satu dengan yang lainnya saling berjauhan, sedangkan petugas
sosial kecamatan hanya satu orang per kecamatan”21
19H. Mas’ud S, KABID REHSOS Dinsos Kota Makassar Sul-Sel, wawancara oleh penulis di
Makassar,  19 Mei  2011.
20Mursalim, Ketua RT 6 RW 4, Kel. Pa’baeng-baeng, Kec. Tamalate Kota Makassar Sul-Sel,
wawancara oleh penulis di Makassar,  25 Mei 2011.
21Abdul Gani, Petugas TKSK Dinas Sosial Kota Makassar, wawancara oleh penulis di
Makassar,  2 Juni 2011.
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Dengan kondisi tersebut seorang pekerja sosial/potensi sosial harus
menggunakan langkah-langkah dan tahapan-tahapan untuk mentaktisi hal
tersebut mulai dari  intervensi dalam pekerjaan sosial hingga keluar dari
masalah sisial yang dihadapinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai
enabler, broker, organizer, fasilitator dan mediator. Oleh karenanya faktor
nilai-nilai memegang peran yang sangat penting dalam kegiatannya sebagai
seorang pekerja sosial dalam bentuk etika pekerja sosial. Lingkup intervensi
(bantuan) yang diberikan mencakup individu, keluarga, kelompok dan
masyarakat. Oleh karenanya lingkup intervensi itu sendiri dibagi dalam dua
besaran yaitu Makro yaitu pekerjaan sosial dalam bentuk luas, mencakup
kelompok masyarakat secara luas dan Mikro untuk penanganan individu,
keluarga dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam
perkembangannya saat ini, seorang pekerja sosial harus pula terlibat dalam
perancangan kebijakan sosial strategis dalam menghadapi perubahan sosial
yang terjadi. Dimana pekerja sosial masa kini dituntut pula untuk juga
menanggapi permasalahan global sebagai konsekuensi logis dari perubahan
sosial yang terjadi  dengan cara berpikir dan tindakan yang disesuaikan
dengan kebutuhan perubahan itu sendiri. Melihat persoalan penyandang
kesejahteraan Sosial  yang ada di Kota Makassar tentunya tidak dapat
diakumulasi atau diselesaikan secara keseluruhan oleh pekerja sosial yang ada
sekarang di kota Makassar. Sehingga harus terus di tingkatkan kapasitas baik
secara kuantitas maupun kualitas.
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D. Solusi Terhadap Hambatan Kebijakan Publik Dinas Sosial Kota Makassar
Dalam Menangani Masalah Sosial Di Kota Makassar.
1. Peningkatan Perang Aktif Masyarakt Di Bidang Sosial
Menciptakan prakarsa dan swakarsa masyarakat sehingga tercipta
kepedulian sosial dalam penanganan permasalahan masyarakat penerima
manfaat dan lingkungan sosial dalam pengambilan keputusan serta melakukan
pilihan terbaik untuk melaksanakan aktivitas sosial dalam kerangka proses
peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang berlandaskan kearifan
lokal.
Menurut Pak Mas’ud S. MM ”keasadaran masyarakat dalam keikutsertaan
dalam penanganan PMKS cepat atau lambat akan memeberikan perubahan
yang sangat besar, karena masyarakatlah yang dekat dengan PMKS tersebut
serta mengetahui secara persis bagaimana kondisinya”22.
Menumbuh kembangkan sikap kesetiawakanan sosial dimaksud untuk
memupuk dan mengembangkan nilai-nilai kepedulian sosial yang dilandasi
oleh keyakinan dan kepercayaan untuk merubah sikap dan perilaku individu,
kelompok dari individualis menjadi karakter yang memiliki kepedulian tinggi
terhadap penanganan permasalahan dilingkungan sekitarnya. Pemberdayaan
sosial merupakan sebuah langkah kongrik sebagai upaya untuk
memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang
mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi
kebutuhannya secara mandiri dan meningkatkan peran serta lembaga,
22H. Mas’ud S KABID REHSOS Dinsos Kota Makassar Sul-Sel, wawancara oleh penulis di
Makassar, 25 Mei  2011.
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perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. Membentuk kemitraan sosial sebagai upaya untuk
melibatkan komponen masyarakat dan stakeholder lainnya secara terarah dan
terpadu dalam penanganan permasalah sosial yang mengarah kepada
penyantunan sosial baik dalam sistem panti maupun penanganan
permasalahan Sosial  berbasis masyarakat (alternatife care).
2. Pembentukan Ekonomi Kemandirian dan Penyerapan Tenaga Kerja
Mendorong  kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi
sumber daya ekonomi lokal. Pemberdayaan sosial melalui pendekatan
pembinaan dan pengembangkan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dan
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mengarah kepada terbentuknya
lembaga keuangan mikro berdasarkan potensi sumber daya ekomoni lokal.
Pemberdayaan sosial yang dimaksudkan sebagai upaya untuk memberdayakan
seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah
kesejahteraan sosial  agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri
dan meningkatkan peran serta lembaga, perseorangan sebagai potensi dan
sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi umat, merupakan sebuah
pekerjaan besar dan panjang.  Pertama,  membangun etos entreprenership
ummat dan membekali mereka dengan skills yang unggul dan berdaya saing.
Kedua, melaksanakan training-training dan workshop keterampilan. Hal ini
penting, karena kualitas SDM umat masih rendah. Selain itu perlu
meningkatan kualitas pendidikan dan strata pendidikan umat melalui
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pendidikan formal, Ketiga, jika usaha kecil itu merupakan produsen, maka
mereka harus dibantu dalam pamasaran produk-produknya. Keempat
meningkatkan kualitas produk yang memenuhi standar sehingga dapat
diterima dan bersaing di pasaran. Kelima, memberikan dukungan permodalan
melalui program pemerintah, lembaga perbankan dan keuangan mikro
syariah. Keenam, mendorong dan memotivasi umat untuk produktif di sektor
pertanian, pertambangan, perkebunan, dan sebagainya, agar mereka mandiri
secara ekonomi. Ketujuh, membantu usaha kecil dan mikro dalam mengakses
lembaga perbankan, baik dalam pembuatan proposal, membuat laporan
keuangan dan penerapan manajemen keuangan yang modern. Kedelapan
optimalisasi peran pemerintah dalam kebijakan dan regulasi. Kebijakan
pemerintah harus benar-benar  pro rakyat (Proumat). Kita harus mendesain
system ekonomi yang lebih mengikuti kaidah-kaidah pro rakyat yang
menitikberatkan pada pemerataan dan kesejahteraan guna menghasilkan
keadilan. Kebijakan ekonomi baik di pusat maupun di daerah haruslah
diarahkan untuk pemberdayaan umat menuju kemandirian. Prinsip-prinsipnya
adalah aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek,
termasuk (renegoisasi) kontrak karya. Semua ini dimaksudkan untuk
mencapai peri kehidupan umat yang mandiri, yang bebas, merdeka adil dan
sejahtera.
3. Peningkatan Tenaga Pekerja Sosial Yang Profesional.
Membina dan mengembangkan kemitraan sosial berbasis masyarakat,
dalam upaya mendorong peningkatan pelayanan UKS melalui Orsos, LPM,
LSM UKS, WKSBM, Karang Taruna, TKSK, Dunia Usaha, Ormas dan
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seluruh Stakeholder. Pemberian pelatihan kepada petugas sosial di lapangan
sangat penting untuk meningkatkan kapasitas petugas sosial di lapangan
sebagai mana yang diungkapkan Edwar Nauly ”Pelatihan memberikan banyak
manfaat kepada petugas dalam meningkatkan SDM, sehingga dapat secara
maksimal mendampingi masyarakat”.23 Dengan adanya pembinaan yang
dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, maka peningkatan kapasitas
pekerja sosial baik secara kulitas maupun secara kuantitas akan memberikan
hasil untuk pelayanan sosial yang akan lebih baik.
Pekerjaan sosial profesional bertugas untuk membantu individu-
individu, kelompok-kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan atau
memperbaiki kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi sosialnya serta
menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai
tujuannya. Tahapan intervensi atau pelaksanaan program merupakan
rangkaian kegiatan proses pertolongan dalam pekerjaan sosial setelah kegiatan
perencanaan kegiatan. Sebagai tindak lanjut dari perencanaan yang telah
disusun bersama dengan masyarakat agar menjadi nyata dan dapat dirasakan
adalah dengan melaksanakan rencana tersebut. Bentuk nyata kegiatan
praktikan (pekerja sosial) bersama masyarakat tersebut biasa disebut dengan
pelaksanaan intervensi.
Pelaksanaan meliputi tindakan nyata atau tindakan konkrit yang
berada didalam masyarakat untuk melaksanakan program tersebut secara
konsisten, termasuk didalamnya dukungan ketersediaan anggaran dan
23Edwar Nauly, Petugas FKPSM Dinas Sosial Kota Makassar,  wawancara oleh penulis di
Makassar, pada tanggal 20 Mei 2011.
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profesionalisme pelaksanaan rencana. Model pendekatan yang digunakan
dalam proses pengembangan masyarakat dibedakan menjadi tiga yaitu model
Locality Development, Sosial  Planing dan Sosial  action. Model ini biasa
juga disebut Community Development. Model ini memandang bahwa
perubahan atau pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan sangat
baik melalui suatu partisipasi aktif dari masyarakat lokal. Tindakan dalam
upaya perubahan yang diambil dan dilaksanakan praktikan bersama dengan
masyarakat/komunitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mengatasi
masalah yang dialami masyarakat/komunitas dengan berdasarkan pada
rencana yang telah disusun secara bersama dan disepakati dalam bentuk
program. Gambaran pelaksanaan intervensi dapat dibagi menjadi dua kegiatan
pokok, yaitu bekerja bersama dengan masyarakat/komunitas sasaran dan
bekerja bersama system di luar komunitas. Sosial planning rankaing upaya
yang dilakukan untuk membuat perncanaan dalam struktur persiapan kegiatan.
Sosial Action proses pemberian layanan kepada masyaraka dalam bentuk
nyata dengan beragai macam pendampingan.
Mempunyai peran melaksanakan dan mengupayakan pencatatan dan
pelaporan, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan dan monitoring
dalam rangka kelancaran proses pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga
tidak terjadi program-program duplikasi yang bisa menghambat penanganan
kesejahteraan sosial tersebut.
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4. Peningkatan Anggaran dan Distribusi Secara Merata
Pembiayaan penyelesaian persoalan sosial sangat tinggi tentunya
butuh anggaran yang tinggi pula, mengingat persoalan-persoalan social
semakin hari semakin mengalami peningkatan, belum lagi dengan adanya
kemajuan kota yang membuat kompetisi yang begitu berat sehingga kadang
menimbulkan problem tersendiri juga. Hal senada di ucapkan oleh Pak H.M.
Arif Patongai beliau mengatakan “pertumbuhan penduduk yang semakin
meningkat akan membutuhkan biaya yang banyak, perumahan serta
kebutuhan sehari-hari.”24
Peranan anggaran pada suatu lembaga merupakan alat untuk
membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi,
pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan lembaga
untuk tujuan yang telah ditetapkan. adanya keselarasan tindakan bekerja dari
setiap individu atau bagian dalam lembaga untuk mencapai tujuan. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi
diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan
rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Anggaran yang berfungsi
sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk
berbagai bagian dalam lembaga, sehingga rencana kegiatan yang satu akan
selaras dengan lainnya. Untuk itu anggaran dapat dipakai sebagai alat
koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam lembaga, karena semua
kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya
24H.M. Arief Patongai,  Toko masyarakat, Kota Makassar Sul-Sel, wawancara oleh penulis di
Makassar, 22 Mei  2011.
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sudah diatur dengan baik. sebelum lembaga melakukan operasinya, pimpinan
dari lembaga tersebut harus lebih dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan apa
yang akan dilaksanakan di masa datang dan hasil yang akan dicapai dari
kegiatan-kegiatan tersebut.
Distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Distribusi
pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil
pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. ketidakmerataan
didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan
penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin);
40% penduduk berpendapatan menengah; serta 20% penduduk
berpemdapatan tertinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan dan
ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk
berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional.
Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat bila 40% penduduk
berpendapatan rendah menikmati 12 hingga 17 persen pendapatan nasional.
Sedangkan jika 40% penduduk miskin menikmati lebih dari 17 persen
pendapatan nasional makan ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak,
distribusi pendapatan nasional dikatakan cukup merata. Kompleksnya
masalah sosial dapat menghambat kemajuan bangsa, berbagai program
pembangunan pun akan terganggu ketika masalah sosial tidak bisa diredam
dan diatasi. Oleh karena itu, berbagai upaya pemecahan perlu dicarikan
solusinya. Salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan ini adalah melalui
perlindungan sosial. Dengan adanya perlindungan sosial, maka diharapkan
tidak ada orang/ masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.
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Mengatasi persoalan PMKS yang terjadi di Kota Makassar harus ditunjang
dengan anggaran memadai dengan melakukan berbagai upaya mulai dari
peningkatan anggaran melalui APBN, APBD, partisipasi dunia usaha untuk
turut ambil andil dalam mengalokasikan sebahagian dari laba yang mereka
dapat untuk di manfaatkan dalam pembantu membiayai penyelsesaian PMKS,
Pemerdayaan ekonomi masyarakat juga tak kalah pentingnya dalam
mengangkat harkat dan martabat masyarakat untuk keluar dan tidak terjebak
dalam zona persoalan sosial.
5. Pencegahan Terjadinya Masalah – Masalah Sosial Baru atau Berulang
Pencegahan sebagai upaya mencegah kemungkinan akan terjadinya
dampak negatif yang mencakup seluruh aspek kegiatan pembangunan yang
akan timbul, meluas dan kambuhnya permasalahan sosial dalam kehidupan
perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat.
Menurut Pak Drs. Ihsan Idrus MM. “persoalan anak yang turun di
jalan itu sudah menglami penurunan, akan tetapi yang membuat lagi ramai
jalanan adalah para remaja maupun mahasiswa yang turun di jalan mengamen
dengan alasan-alasan tertentu, entah itu untuk kegiatan ataupun untuk
solidaritas”25
Persoalan akan pengalami peningkatan seiring dengan
perkembangannya makanya rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk
memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar yang
25H.M. Ihsan Idrus,  KABID UKS Dinsos Kota Makassar  Sul-Sel, wawancara oleh penulis di
Makassar,  23 Mei 2011.
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dilaksanakan secara persuasive, motifatif, koersif baik dalam keluarga,
masyarakat maupun panti sosial. Jaminan Sosial dimaksudkan untuk
mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentangan sosial
seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, terhadap fakir miskin,
anak yatim piatu, terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat
mental, cacat fisik dan mental, eks penyakit kronis yang mengalami masalah
ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi serta
memberikan penghargaan terhadap pejuang perintis kemerdekaan dan
keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan
implementasi kebijakan publik Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani
masalah sosial di Kota Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Program Kebijakan Dinas Sosial Kota Makassar dalam meangani masalah
sosial yang terjadi di Kota Makassar meliputi: Program pemberdayaan fakir
miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya,
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, Program pembinaan
anak terlantar, Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma,
Program pembinaan panti asuhan/panti jompo, Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Waria), Program
pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan Program pelayanan
administrasi perkantoran.
2. Hal yang menghambat pelaksanaan Kebijakan Publik Dinas Sosial Kota
Makassar meliputi: Kesadaran masyarakat yang masih minim dalam
partisipasi dalam menyelesaikan masalah sosial, Persoalan ekonomi yang
dihadapi  masyarakat, Keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan
jumlah pertumbuhan penduduk, Tenaga pekerja sosial masih kurang.
3. Solusi terhadap hambatan Kebijakan Publik Dinas Sosial Kota Makassar
dalam menangani masalah sosial di Kota Makassar adalah: Peningkatan perang
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aktif masyarakt di bidang sosial, Pementukan Ekonomi Kemandirian dan
penyerapan tenaga kerja, Peningkatan tenaga pekerja sosial yang profesional,
Peningkatan anggaran dan distribusi secara merata, Pencegahan terjadinya
masalah – masalah sosial baru atau berulang.
B. Implikasi Penelitian.
Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan , maka dapat dirumuskan
beberapa implikasi penelitian, sebagai berikut:
1. Kepada semua pihak yang terkait terutama Dinas Sosial Kota Makassar, dan
pekerja sosial untuk senantiasa bekerja sacara maksimal untuk
penyelesaiakan persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kepada
masyarakat dukungan dan partispasinya sangat diharapakan untuk
memberikan perhatian kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ini
bias dilakukan dengan memberikan bantuan, perlindungan sosial, dan
pengembangan individu.
2. Pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan Dinas Sosial Kota Makassar
tidak akan terealisasi secara maksaimal tanpa ada perhatian dan dukungan
dari berbagai pihak yang dapat memberikan kontribusi. Peranan dunia usaha
serta LSM sangat diharpkan untuk ikut serta ambil andil dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
3. Langkah apapun yang dilakukan dalam penyelesaikan persoalan sosial yang
dialami oleh PMKS tuntunya akan terdapat hambatan dan kendala-kendala,
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akan tetapi seberat apapun rintangan dan tantangan tersebut pasti akan
terselesasikan dengan adanya kebersamaan yang terbangun dalam suatu
system dan kepedulian kepada sesama.
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